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ABSTRAK

Surianti. Konsep Akad Ijarah menurut Wahbah az-Zuhaili (Legalitas, Syarat dan
Gugurnya Akad ljarah) (dibimbing oleh Hj. St. Nurhayati dan Moh. Yasin Soumena).

Akad ijarah kerap kali digunakan pada kehidupan sehari-hari. Seiring
dengan maraknya penyewaan dikalangan masyarakat, banyak kasus penyewaan yang
tidak memperhatikan syarat-syarat dalam akad ijarah. sehingga banyak sekali
kekeliruan-kekeliruan yang terjadi pada pelaksanaan akad yang tidak sesuai dengan
syariat Islam. Wahbah az-Zuhaili menguraikan konsep akad ijarah, dari
kelegalitasan, syarat hingga berakhirnya ijarah yang tidak terlepas dengan syariat
Islam.

Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui legalitas/ketentuan hukum akad
ijarah menurut Wahbah az-Zuhaili dan untuk mengetahui syarat-syarat dan gugurnya
akad ijarah menurut Wahbah az-Zuhaili.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian library
research (penelitian pustaka) dengan pendekatan penelitian konseptual. Penelitian ini
bersumber dari data primer dan data sekunder yang berasal dari kepustakaan, buku-
buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik
analisis data yaitu induktif, deduktif, dan deskriptif kompratif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Legalitas/ketentuan akad ijarah
menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu tidak lepas dari ketetapan syariat Islam yaitu
berdasarkan pada Al-Qur’an, Hadis-hadis Nabi, dan /jma’. 2) Wahbah az-Zuhaili
membagi syarat-syarat ijarah menjadi tiga bagian yaitu syarat wujud dan syarat
berlaku, syarat sah dan syarat kelaziman, syarat objek akad dan syarat ujrah. 3)
Gugurnya akad ijarah menurut Wahbah az-Zuhaili terdapat beberapa penyebab yaitu
karena perselisihan baik sebelum mengambil manfaat, telah menggunakan sebagian
manfaat, dan setelah pemanfaatan barang. Ketika terjadi perselisihan maka ada dua
kemungkinan kedua pelaku akad bersama-sama memfasakh ijarah atau tetap
melanjutkan. Akad ijarah dapat berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak
berakad, pengguguran akad ijarah, rusaknya ma’qud alaih,dan habisnya masa waktu
ijarah kecuali ada udzur.

Kata kunci: [jarah, Wahbah az-Zuhaili, Legalitas, Syarat, dan Gugurnya akad
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
A. Transliterasi
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda.
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Nama Huruf Latin Nama

\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be

< Ta T Te

< Tsa Ts te dan sa

z Jim J Je

z Ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha

2 Dal D De

3 Dzal Dz de dan zet

D Ra R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
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ol Shad S es (dengan titik di bawah)
ol Dhad d de (dengan titik dibawah)
L Ta t te (dengan titik dibawah)
L Za z zet (dengan titik dibawah)
i ‘ain ¢ koma terbalik ke atas

¢ Gain G Ge

- Fa F Ef

T Qaf Q Qi

S Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

J Nun N En

3 Wau W We

“ Ha H Ha

& Hamzah ’ Apostrof

¢ Ya Y Ye

Hamzah (¢) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(*).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
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harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A
! Kasrah I I
i Dhomma U U

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& Fathah dan Ya Ai adani
3 Fathah dan Wau Au adanu
Contoh :
Cas :Kaifa
J% : Haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
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Harkat dan Huruf dan

Huruf Nama Tanda Nama
Fathah Alif at _
L/ athah dan Alif atau A a dan garis di atas
ya
Kasrah dan Ya I 1 dan garis di atas
Pe Kasrah dan Wau U u dan garis di atas
Contoh :
<l :mata
<) rama
8 qila

G yamutu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk tamarbutahada dua:

a. Tamarbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah,
transliterasinya adalah [t].
b. Tamarbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang terakhir dengan famarbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang a/- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbutah
itu ditransliterasikan dengan ha ().

Contoh :

il iy : raudahal-jannah atau raudatul jannah

‘dmm‘ ‘U-‘JA“ : al-madinahal-fadilah atau al-madinatulfadilah
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A& : al-hikmah
5. Syaddah(Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (<), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

(g} : Rabbana

WS Nagjjaina

Gl al-haqq
cx“ : al-hajj

(w :nu'‘ima
3 . ‘aduwwun

Jika huruf ¢ bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
(=), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (1).

Contoh:
&= :*Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

Gle :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)
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6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥ (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

().
Contoh:
Sl al-syamsu (bukan asy- syamsu)
A3 alzalzalah (bukan az-zalzalah)
& gl-falsafah
S al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

O3l : ta’'muriina
& 5l :al-nau’
e : syai 'un
e—u»«\ : Umirtu
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8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata 4/-Qur’an(dar Qur’an), Sunnah. Namun bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fizilalal-qur’an

Al-sunnahgablal-tadwin

Al-ibaratbi ‘umum al-lafzlabi khusus al-sabab

8. Lafzal-Jalalah (&)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudafilaih(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
& Cps Dinullah &G billah
Adapun tamarbutahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafzal-jaldlah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:

&4 2 Humfirahmatillah
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9. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan
huruf kapital (A4/-).
Contoh:
Wa maMuhammadunillarasiil
Inna awwalabaitinwudi ‘alinnasilalladhibiBakkatamubarakan
Syahru Ramadan al-ladhiunzilafihal-Qur’an
Nasir al-Din al-Tust
AbiiNasral-Farabi
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata /bnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abiial-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abiial-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abiial-Walid Muhammad Ibnu)
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NasrHamidAbiu Zaid, ditulis menjadi: Abii Zaid, NasrHamid
(bukan:Zaid, NasrHamidAbii)
B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhanahuwata ‘dla

saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam
a.s. = ‘alaihi al- sallam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../....4 =QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

-

e = dada

g o=

prlia = alugade 4l la
L = 4k

o= Ao
A= Al /Al )

T T e»
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Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. . Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau
lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

etal. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari efalia). Ditulis
dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan
kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. :  Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya
terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab

biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini termasuk zaman yang penuh dengan segala persaingan baik pada
sektor pemerintahan, aspek perdagangan terutama pada aspek ekonomi. Hal tersebut
telah menjadi topik terhangat dan sedang marak jadi perbincangan di kalangan
masyarakat, ini disebabkan karena manusia tidak bisa terlepas dari kehidupan
ekonomi. Manusia termasuk makhluk sosial yang sangat berperan penting dalam
bidang muamalah. Allah swt. telah menjelaskan bahwa manusia tidak bisa hidup
tanpa bantuan orang lain maka dari itu untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup
manusia diperlukan kerja sama dan kegotongroyongan dalam berbagai hal. Tentu
saja, dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam manusia tidak selalu
mempunyai cukup dana atau keahlian untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dengan
masalah seperti itu manusia bisa menggunakan praktek muamalah yaitu sewa-
menyewa, ekonomi Islam menyebutnya dengan istilah ijarah yang merupakan akad
untuk memiliki suatu manfaat yang dimaklumi dengan pembayaran tertentu.' Sewa-
menyewa telah dipraktekkan jauh sebelum Islam datang, salah satu contoh kisah yang
dapat diangkat yaitu kisah Nabi Musa as. yang diangkat sebagai pekerja oleh Nabi
Syuaib as. Beliau bertugas sebagai pekerja rumah tangga dan menggembalakan
ternak, dengan imbalan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati

sebelumnya.’

'Barmawie Umary, Figih Ibadat Muamalah dan Munakahat (Solo: CV.Ramadhani, 1986),
h.115

*Swararahima, “Islam dan Pekerja Rumah Tangga”, Fokus:Kajian Islam, edisi ke-28 (2018)
https://swararahima.com/2018/09/13/islam-dan-pekerja-rumah-tangga/ (25 April 2022).



Beberapa contoh yang dapat menggambarkan akad ijarah ialah ketika
seseorang menyewa tidak memiliki cukup dana untuk membeli barang karena
harganya yang terlalu mahal maka ia menyewanya untuk tetap bisa menikmati
manfaat barang tersebut dengan jangka waktu tertentu, atau ketika seseorang tidak
cukup ilmu/pengetahuan untuk melakukan suatu pekerjaan maka ia menyewa
jasa/tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Prinsip ijarah telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal
1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip
al-ijarah sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah
mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau

»3 Kebolehan ijarah merupakan salah satu bentuk legalitas hukum yang

imbalan jasa.
sangat penting dalam keberlangsungan suatu akad. Kelegalitasan akad ini telah
disepakati oleh mayoritas ulama kecuali beberapa pendapat yang melarangnya seperti
Abu Bakar Al-Ahsam, Isma’il bin Aliyyah, Hasan Al Basyri, Al-Qasyani,
Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka melarang karena menurut mereka dalam
melakukan akad, manfaat-manfaat yang dimaksud tidak ada, manfaat tersebut akan
terpenuhi seiring berjalannya waktu.* Kelegalitasan akad ini didasarkan pada dalil Al-
Qur’an, hadis dan ijma serta pada fatwa terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional

(DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang

pembiayaan ijarah.” Selain legalitas, jumhur ulama juga sepakat bahwa rukun ijarah

3Zulfi Chairi, “Pelaksanaan Kredit Perbankan Syariah Manurut UU No. 10 Tahun 1998, e-
usu Repository, 2005, h. 12

*Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.
(Jakarta: Gema Insani, 2011), h.385.

*http://mui.or.id/ (7 April 2022)



terbagi atas empat yaitu agqid (mu'fjir dan musta jir), shigat (ijab dan gabul), ujrah
(upah/harga sewa), dan manfaat.

Sewa-menyewa pada perbankan syariah sangat populer saat ini, sistem
penyewaan pada perbankan syariah tentu saja berbeda dengan perbankan
konvensional. Perbankan syariah tidak mengandung riba dalam pelaksanaannya,
penyewaan barang pada perbankan syariah hanya menyewakan manfaatnya saja.
Pada akhir masa kontrak, nasabah akan diberikan pilihan untuk melanjutkan atau
ingin memiliki barang tersebut (sewa-beli). Jika nasabah memilih untuk sewa-beli
maka akad sebelumnya (akad ijarah) akan diputuskan dan kemudian membuat akad
baru yaitu akad Jjarah Muntahiyyah Bit-Tamlik (sewa-beli). Sedangkan leasing
(sewa guna usaha) pada perbankan konvensional hanya memiliki satu akad, pada
akhir masa sewa jika penyewa ingin membeli barang tersebut maka pembayarannya
hanya melunasi sisa dari waktu penyewaan yang telah disepakati.

Akad ijarah juga kerap kali digunakan pada kehidupan sehari-hari. misalnya
sewa-menyewa pakaian, sewa-menyewa alat produksi, sewa-menyewa tanah, sewa-
menyewa rumah/kos, bahkan sampai pada sewa-menyewa jasa seperti sewa jasa
petani, sewa jasa guru, sewa jasa sopir dan sebagainya. Seiring dengan maraknya
penyewaan dikalangan masyarakat, banyak kasus penyewaan yang tidak
memperhatikan syarat-syarat dalam akad ijarah. Terkadang masyarakat hanya
melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak (yang menyewakan barang/jasa dan
penerima sewa) sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan mereka, sehingga

banyak sekali kekeliruan-kekeliruan yang terjadi pada pelaksanaan akad yang tidak

SRosita  Tehuayo, “Sewa-menyewa (ijarah) dalam Sistem perbankan Syariah”,
ACADEMIA:Jurnal Tahkim, 16. 1, (2018), h. 92.



sesuai dengan syariat Islam. Suatu akad dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya
terpenuhi. Adapun rukun ijarah dalam karya Wahbah az-Zuhaili yaitu dua pelaku
akad (pemilik sewa dan penyewa), sighah (ijab dan gabul),upah, dan manfaat
barang’.

Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan beberapa permasalahan yang terjadi
dalam akad ijarah baik itu ijarah yang bersifat manfaat maupun ijarah yang bersifat
pekerjaan. Salah satu contoh masalah pada ijarah bersifat manfaat yaitu penyewaan
sepeda motor, terkadang dalam penyewaan seperti ini batasan-batasan penyewa tidak
dibicarakan terlebih dahulu, sehingga penyewa tersebut leluasa menggunakan
kendaraan dan terkadang meminjamkan atau menyewakan kembali kepada orang
lain. Padahal jika terjadi kecelakaan dan menimbulkan kerusakan parah, yang akan
bertanggung jawab penuh adalah pemilik kendaraan, sehingga mengakibatkan
pemilik kendaraan mengalami kerugian. Kasus seperti ini sering terjadi pada daerah
yang tidak paham terhadap syarat yang berlaku, syarat sah dan syarat-syarat lainnya
dalam akad ijarah jadi terkadang penyewa dan pemilik barang mengalami
perselisihan. Kemudian contoh masalah pada ijarah bersifat pekerjaan yaitu ketika
menyewa tenaga kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan seperti menyewa tenaga
kerja untuk memetik buah kelapa dari kebun pemiliknya, lalu ketika pekerjaannya
selesai pekerja tersebut diberikan upahnya dengan buah kelapa hasil petikannya tadi.
Padahal hal itu sangat dilarang oleh Wahbah az-Zuhaili menukil dari pendapat-

pendapat ulama fikih lainnya. Contoh lain yaitu ketika pekerja tidak menerima

"Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk..
h.385.



upahnya padahal pekerjaannya telah selesai atau terjadi keterlambatan pembayaran
gaji/upah pada pekerja.

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa proses pemberian upah inilah kadang
terjadi masalah dan perdebatan diantara ulama seperti jenis upah yang akan diberikan,
dan perhitungan upah itu sendiri.® Permasalahan kasus-kasus di atas merupakan
bagian dari ketidaktahuan masyarakat dalam memahami ketentuan dalam akad ijarah
maka dari itu mereka hanya mengikuti aturan-aturan yang sering mereka temukan di
lingkungannya. Dengan kejadian di atas bisa saja membuat akad ijarah menjadi batal
(fasakh) karena tidak memenuhinya syarat-syarat dalam jjarah dan juga bisa saja
akad menjadi batal karena terjadi perselisihan dari kedua pelaku akad ijarah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut dapat dirumuskan
melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan dikaji lebih dalam maka penulis membuat
beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas/ketentuan hukum akad ijarah menurut Wahbah az-Zuhaili?
2. Bagaimana syarat-syarat akad ijarah menurut Wahbah az-Zuhaili?

3. Bagaimana penyebab gugurnya akad ijarah menurut Wahbah az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan penelitian sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui legalitas/ketentuan hukum akad ijarah menurut Wahbah az-

Zuhaili

¥ Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h. 401.



2. Untuk mengetahui syarat-syarat akad ijarah menurut Wahbah az-Zuhaili
3.  Untuk mengetahui penyebab gugurnya akad ijarah menurut Wahbah az-Zuhaili
D. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, kegunaan atau
manfaat yang diharapkan adalah:
1. Manfaat Teoritis
Melalui penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah khazanah
ilmu pengetahuan bagi penulis dan diharapkan mampu untuk menjadi tambahan
referensi bagi mahasiswa [AIN Parepare terkait topik yang diangkat oleh penulis
yaitu konsep akad ijarah menurut Wahbah Az-Zuhaili.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya tentang konsep akad ijarah menurut Wahbah Az-Zuhaili.
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat dalam pelaksanaan
sewa-menyewa
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul
1. Konsep
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsep berarti; pengertian,
gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang
telah dipikirkan.” Menurut Harifudin Cawidu konsep yaitu gambaran yang bersifat

umum atau abstrak tentang sesuatu.'’ Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi

’Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 1994), h. 520.

"Harifudin Cawidu, Konsep Kufi Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan
Pendekatan Tematik,(Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 13.



pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam
memahami suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti, serta
mudah dipahami."!
2. Akad

Akad mempunyai arti yang banyak yaitu Mengikat (ar-Aabthu), yaitu:
mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga
bersambung di kemudian menjadi sebagai sepotong benda. Akad adalah Sambungan
(agidatun), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan
mengikatnya. Akad telah diatur dalam Al-Qur’an dalam QS. Al- Maidah ayat 1,
sedangkan syarat-syarat akad dan berakhirnya akad akan dijelaskan dalam kajian
teori 2.
3. ljarah

Salah satu transaksi muamalah yang sering dilakukan oleh manusia adalah
ijarah yaitu sewa-menyewa atau upah-mengupah, karena dalam transaksi ijarah
berdasarkan objeknya ada dua yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang
bersifat pekerjaan. Jjarah merupakan salah satu akad yang sangat dibutuhkan karena
sifatnya yang tidak berpindah kepemilikan apabila hal yang disewakan adalah barang,
jadi seseorang melakukan ijarah terkadang untuk keperluan yang sementara.'
4. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili bernama lengkap Wahbah Musthafa az-Zuhaili, namun

biasa dipanggil dengan Wahbah Zuhaili. Beliau dilahirkan di desa Dir Athiyah,

"dtesis.com, Pengertian Konsep Menurut para Para Ahli, 2015) https:/idtesis.com/konsep-
menurut-para-ahli/ (19 September 2021).

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2003), h.13.

“Muhammad Satar, Buku Ajar Manajemen Bank Syariah, (IAIN Parepare, 2020), h.91.



daerah Qalmun, Damaskus, Suriah pada tanggal 6 bulan Maret tahun 1932 M/1351
H, dan wafat pada hari Sabtu (8 Agustus 2015) di Damaskus Suriah pada usia 83
tahun. Beliau adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria. Wahbah Az-
Zuhaili sangat produktif menulis. Mulai dari diktat perkuliahan, artikel untuk majalah
dan koran, makalah ilmiah, sampai kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid,
seperti kitab Tafsir Al-Wasith. Ini menyebabkan az-Zuhaili juga layak disebut
sebagai ahli tafsir. Bahkan, ia juga menulis dalam masalah aqidah, sejarah,
pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya, yang
menunjukkan kemultitalentaannya dan multidisiplinrnya.'

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu yaitu untuk melihat tingkat kesesuaian aspek-
aspek pembahasan yang akan diteliti dengan menguraikan persamaan dan perbedaan
dengan objek yang sedang diteliti, untuk itu penulis menguraikan beberapa penelitian
terdahulu sebagai berikut:

1. Siti Khamsiyah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Teori [jarah
Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pemkot Surabaya Oleh Rukun Tetangga
(RT) 01 Kepada Para pedagang di Tandes Surabaya”. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data
berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun waktu dan lokasi
penelitian yaitu dimulai pada 12 November 2018 s/d 12 Desember 2018 yang
berlokasikan di Tandes Kidul Surabaya. Berdasarkan penelitian di atas dapat
disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa di Gg. Sawah RT 01 RW 06

Kecamatan Tandes dilakukan oleh Ketua RT 01 dengan menyewakan tanah

“https://www.nu.or.id/post/read/6151 1/warisan-syekh-wahbah-zuhaili (08 Oktober 2021)



kosong milik Pemkot Surabaya kepada warganya tanpa adanya izin sebagai
tempat perdagangan dan parkir. Hal ini dilakukan guna menambah kas warga
karena warga yang menyewa harus membayar sebesar Rp. 150.000,00
perbulannya. Jika dianalisis berdasarkan teori ijarah, maka praktik tersebut tidak
sah, karena syarat pada ijarah bahwa objek harus dimiliki oleh orang yang
menyewakan atau diizinkan untuk disewakan tidak terpenuhi, dimana dalam hal
ini ketua RT 01 menyewakan tanah tanpa izin dari pemilik aslinya yakni Pemkot
Surabaya."”

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh
Siti Khamsiyah dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama
membahas tentang pelaksanaan ijarah dan secara khusus juga membahas tentang
syarat akad ijarah pada pelaksanaanya, namun perbedaannya pada metode
penelitian yakni menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan penulis
menggunakan penelitian pustaka dan penelitian Siti Khamsiyah menggunakan
objek pada suatu daerah sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya
secara umum.

2. Diecky Saigin Hendrawan Putra dalam penelitiannya yang berjudul “Mengambil
Upah Dalam Mengajarkan Ilmu Agama Perspektif Kitab Tafsir Al-Munir Karya
Wahbah Az-Zuhaili”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan
(library research) dengan pendekatan penelitian menggunakan tafsir maudu’i.
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan, pandangan Wahbah Az-

Zuhaili tentang pengambilan upah dalam hal pengajaran ilmu agama menukil

1Siti Khamsiyah, “Analisis Teori ljarah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pemkot
Surabaya Oleh Rukun Tetangga (Rt) 01 Kepada Para Pedagang Di Tandes Surabaya”(Skripsi
Sarjana;Hukum Perdata Islam:Surabaya, 2019), h. 61.
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dari pendapat Imam Hanafi melarang pengambilan upah atas jasa pengajaran
ilmu agama dikarenakan kegiatan tersebut tersebut merupakan kewajiban bagi
umat Muslim. Lalu menurutnya, melakukan ijarah dalam melaksanakan
kewajiban ibadah seperti membacakan Al-Qur’an yang pahalanya dihadiahkan
kepada sang penyewa atau menjadi seorang ustadz disewa untuk menjadi imam
shalat Jum’at maka tidak diperbolehkan untuk mengambil upah atas perbuatan
tersebut. Selanjutnya permasalahan pengambilan upah dalam pengajaran ilmu
agama terhadap realitas masa kekinian yang dikorelasikan dengan ayat-ayat Al-
Qur’an menyinggung ishtarau thamanan qalilan yang telah dijadikan sebagai
landasan teori pada studi kasus ini. Pada konteks masa kini ialah pemberian upah
kepada para pengajar yang sering terjadi, dengan begitu tidak relevan dengan
pendapat Wahbah Az-Zuhaili, dikarenakan ia telah menukil pendapat Imam
Hanafi bahwa tidak memperbolehkan menerima upah dari pengajaran Al-Qur’an
karena pekerjaan tersebut telah menjadi salah satu bentuk kewajiban bagi umat
Muslim, melainkan memberi upah seseorang untuk melakukan sesuatu bentuk
kewajiban memiliki hukum yang tidak sah.'®

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis yaitu
menggunakan metode penelitian kepustakaan dan topik pembahasan tentang
ijarah dalam hal ini upah-mengupah menurut Wahbah az-Zuhaili dalam hal ini
upah masuk kedalam syarat dalam akad ijarah, perbedaannya yaitu pada

konsepnya, penelitian sebelumnya lebih fokus kepada pengambilan upah dalam

"Diecky Saigin Hendrawan Putra,“Mengambil Upah Dalam Mengajarkan Ilmu Agama
Perspektif Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili”(Skripsi Sarjana; Ilmu Al-Qur’an dan
Hadis: Surabaya, 2020), h. 67.
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mengajarkan ilmu agama tetapi penelitian selanjutnya hanya berfokus pada
ijarah secara umum.

Fardiansyah dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Dalam
Pembatalan Kontrak Sewa Menyewa Ruko Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan
Sinjai Selatan”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan
menggunakan pendekatan normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam
pembatalan sewa-menyewa ruko di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai
Selatan, akad sewa menyewa dilakukan berdasarkan akad ijarah tanpa adanya
paksaan dari pihak pemilik ataupun penyewa ruko. Dalam pembatalan sudah
ditetapkan berdasarkan akad ijarah. Pembatalan sewa menyewa ruko hukumnya
sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa. Berdasarkan akad
pembatalan pada sewa menyewa ruko boleh dilakukan karena tidak ada pihak
yang merasa dirugikan.'’

Adapun persamaan dengan penelitian selanjutnya yaitu akad yang diteliti
didalamnya adalah akad ijarah tentang pelaksanannya dari segi pelaku ijarah dan
hak dan kewajiban pihak yang berakad yang dikategorikan dalam syarat-syarat
ijarah , tetapi perbedaannya adalah metode penelitian yang digunakan yaitu
kualitatif sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan metode kepustakaan
dan objek yang diteliti mengkhusus yaitu pada daerah tertentu sedangkan
penelitian selanjutnya objeknya secara umum.

Sandha Mulya Ningsi dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan

Pembiayaan Jljarah Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang

"Fardiasnyah, “Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Pembatalan Kontrak Sewa Menyewa Ruko

Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan” (Skripsi Sarjana;Ekonomi Syariah: Sinjai, 2019),

h.51.
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Panjang”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research)
dan lokasi penelitian di Koperasi Balai Kota Padang Panjang JI. Sutan Syahrir
No.05 Padang Panjang jangka waktu penelitian dari bulan Juni sampai dengan
Juli 2020. Hasil dari penelitian di atas, prosedur pembiayaan ljarah sudah
berjalan selama 3 (tiga) tahun di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota
Padang Panjang sedangkan dari sisi fatwa DSN MUI Nomor: 09/DSN-
MUTI/TV/2000 tentang pembiayaan ijarah dijelaskan bahwa kewajiban Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) salah satunya yaitu menyediakan barang yang
disewakan atau jasa yang diberikan kepada nasabah. Tetapi, pada prakteknya
pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang Panjang tidak
menyediakan barang atau jasa yang anggota butuhkan, mereka hanya
memberikan sejumlah uang dalam pencairan pembiayaan ijarah.’®
Adapun persamaan dengan penelitian selanjutnya adalah akad yang
diteliti adalah akad ijarah yaitu bagaimana praktek pelaksanaan akad serta
bagaimana proses penyerahan objek akad dan perbedaannya adalah metode
penelitiannya yaitu penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan
sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian
kepustakaan, penelitian tersebut secara khusus mengambil dari sisi fatwa DSN
MUI sedangkan penelitiaan lebih fokus kepada pandangan Wahbah az-Zuhaili
tentang akad ijarah.
5. Azis Busrofi dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Pedagang Pasar

Tradisional Terhadap Praktek Sewa-Menyewa al-ljarah Lapal di Desa

'8Sandha Mulya Ningsih, “Anaisis Pelaksanaan Pembiayaan Jjarah pada Koperasi Pegawai
Negeri (KPN) Balai Kota Pandang Panjang” (Skripsi sarjana;Perbankan Syariah:Batu Sangkar, 2021),
h. 92.
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Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Bayuasin”. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun lokasi penelitian yaitu di Pasar
Tradisional Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, dengan durasi
penelitian satu bulan. Teknik pengumpulan data penelitian ini ada tiga yaitu
observasi, dan wawancara. Hasil penelitian di atas menunjukkan, persepsi
Pedagang terhadap praktik sewa-menyewa ijarah lapak yaitu hampir semua
pedagang setuju dengan prosedur yang diterapkan dan condong mengikuti
peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pengurus desa dan pengurus pasar.
Sehingga prosedur dan mekanisme sewa-menyewa yang dilakukan tersebut
diperbolehkan menurut ajaran syariat Islam, sesuai dengan teori yang
dikemukakan salah satu ulama fiqih yaitu Sayyid Sabiq bahwa al-Ijarah adalah
suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi
penggantian.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama
subjek penelitiannya adalah akad ijarah, serta kelegalitasan ijarah dalam
pelakasanaannya, dan sama-sama menggunakan tokoh pemikir dalam
penelitiannya. Namun perbedaannya terletak pada metode penelitian yaitu
penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sedangkan
penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian kepustakaan dan adapun
pemikir yang disertakan dalam penelitian tersebut yaitu Sayyid Sabiq sedangkan
penelitian seanjutnya pemikir yang digunakan ialah dari Wahbah az-Zuhailiyang

diteliti.

1% Azis Busrofi, “Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Peraktek Sewa-Menyewa A!-
Ljarah Lapal di Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Bayuasin”(Skripsi Sarjana; Ekonomi Islam:
Palembang, 2017), h. 58.
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6. Hadi Jaka Purnama dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Fiqih
Muamalah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Kios Di Pasar Desa Milangsari
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”. Penelitian ini merupakan penelitian
lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik
pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi
penelitian ini berlokasi di Desa Milangsari Kecamatan Panekan Kabupaten
Magetan. Hasil penelitian ini menunjukkan, Pertama, akad yang digunakan
dalam praktek sewa-menyewa kios di Pasar Desa Milangasri tidak sesuai dengan
figih muamalah, karena belum terpenuhinya syarat sahnya akad ijarah, yaitu
ketidakrelaan pihak mu’jir (pemerintah Desa Milangasri) yang disebabkan
pelanggaran yang dilakukan pihak penyewa terhadap objek sewa berupa
perubahan atau pemodifikasian objek sewa dengan cara menambahi teras
tambahan. Kedua, Sistem pembayaran dalam praktik sewa-menyewa kios di
pasar desa Milangasri tidak sesuai dengan figih muamalah, karena tidak
terpenuhinya hak penerima upah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati
kedua belah pihak. *°

Adapun persamaan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu pelaksanaan
akad ijarah dari segi syarat dan proses pemberian upah dan sedangkan perbedaannya
terletak pada metode penelitiannya yaitu penelitian tersebut menggunakan metode
penelitian kualitatif sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan metode

penelitian kepustakaan, penelitian tersebut tidak membahas ijarah tentang pemikiran

»Hadi Jaka Purnama , “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kios Di
Pasar Desa Milangsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan” (Skripsi Sarjana; Hukum Ekonomi
Syariah:Ponorogo, 2019), h. 66.
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Wahbah az-Zuhaili sedangkan penelitian selanjutnya lebih fokus kepada ijarah
menurut Wahbah az-Zuhaili.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu terdapat persamaan yang
mendasar yaitu subjek yang diteliti adalah akad ijarahnya meski itu praktik ataupun
teori. Adapun perbedaannya yaitu kebanyakan dari penelitian-penelitian terdahulu di
atas menggunakan penelitian lapangan (field research) sedangkan penelitian yang
akan dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research), kemudian
selanjutnya adalah penelitian di atas memiliki objek/tempat penelitian sedangkan
penelitian yang akan dilakukan lebih kepada pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap
sewa-menyewa (ijarah).

G. Landasan Teoritis
1. Konsep Milik dan Akad
a. Pengertian Milik

Kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk, yang secara etimologi berarti
penguasaan terhadap sesuatu. A/-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Kata
milk juga merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh
syara’, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu,
sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut,kecuali ada
larangan syara’.

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan a/-milk sebagai berikut:
“Pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara’
untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama
tidak ada penghalang yang bersifat syara '

! Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat (Jakarta: Kencanan Prenada Media Group, 2010),
h. 47.
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Maksud dari kutipan di atas adalah ketika benda yang dikhususkan kepada
seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasannya sehingga orang lain tidak
boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas menggunakan dan
bertindak hukum terhadap hartanya, baik untuk jual beli, sewa-menyewa, hibah,
wakaf ataupun meminjamkannya kepada orang lain selama itu tidak ada halangan
dari syara’.

b. Sebab-Sebab Kepemilikan
Ulama Figih membagi empat pemilikan harta dalam Islam:

1) Melalui penguasaan harta yang dimiliki seseorang atau lembaga hukum
lainnya, dalam Islam disebut sebagai harta mubah.

2) Melalui transaksi yang dilakukan dengan orang atau lembaga hukum seperti
jual beli, hibah, dan wakaf.

3) Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli
warisnya yang wafat.

4) Hasil dari harta yang telah dimiliki seseorang, hasil itu datang secara alami,
seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang,
melalui sesuatu usaha pemiliknya, seperti usahanya sebagai pekerja, atau
keuntungan (profif)*> dagang yang diperoleh seorang pedagang.”

c. Pengertian Akad
Akad merupakan bahasa Arab yang berarti al-‘aqd yang secara etimologi

berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Secara istilah fiqih akad adalah

2Mahsyar Mahsyar, “Analysis of the Influences of Prodential Sharia and Life Protection
towards the Customer Wekfare: Sharia Prudential Insurance in South Sulawesi”, (Advances in Social
Science: Education and Humanities), vol.231, 2020. h. 194.

» Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat , h. 48.
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pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan
ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.
Hasby Ash Shiddieqy dalam Abdul Rahman Ghazaly mengutip definisi akad:
Akad ialah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan
kerelaan kedua belah pihak.”**
d. Rukun dan Syarat Akad
Sebelum melakukan akad ada beberapa rukun dan syarat yang harus
diperhatikan yaitu:

1) ‘Agid, adalah orang berakad. Masing-masing pihak memiliki perwakilan baik
satu orang atau beberapa orang.

2) Ma’qud ‘alaih, merupakan benda-benda yang diakadkan.

3) Maudhu’al- ‘aqd, merupakan tujuan melakukan akad.

4) Shighat al-‘aqd, ialah ijab dan kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang
keluar dari salah satu seorang yang berakad sebagai gambaran maksud ingin
melakukan akad. Kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak kedua setelah
adanya ijab. Sehingga ijab dan kabul adalah bertukarnya sesuatu dengan yang
lain.

e. Macam-Macam Akad
1) Akad Shahih, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-
syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat
hukum yang ditimbulkan akad tersebut dan mengikat kepada pihak-pihak
yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi dua yaitu. a) akad

yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), b) akad mawquf. Akad yang nafiz

*Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat , h. 50.
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adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan
tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Sedangkan Akad Mawquf
adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi
tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini.
Seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz.

Dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya ulama figih membaginya yaitu
a) akad yang bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad, sehingga salah
satu pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa seizin pihak lain, seperti akad
jual beli,dan sewa menyewa.

2) Akad yang tidak shahih, merupakan akad yang terdapat kekurangan pada
rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku
dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi
akad tidak shahih ini menjadi dua yaitu akad batil dan akad fasid. Akad batil
ialah apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan
langsung dari syara’ seperti jual beli tidak jelas. Sedangkan akad fasid ialah
akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu
tidak jelas seperti menjual mobil tapi tidak menunjukkan jenis dan type mobil
tersebut.”

f.  Berakhirnya Akad
Ulama figih mengungkapkan suatu akad dapat berakhir apabila:
1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila memiliki tenggang waktu.
2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu bersifat tidak

mengikat.

» Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat , h. 55.
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3) Pada akad yang mengikat, akad dapat berakhir bila: a) jual beli itu fasad
(rukun dan syaratnya tidak terpenuhi), b) berlakunya khiyar syarat, aib dan
rukyat, c) akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak, d) tercapainya
akad itu sampai sempurna atau selesai.

4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.?

2. Konsep [jarah

Dalam konsep fiqih muamalah, sewa-menyewa disebut juga dengan istilah
ijarah. ljarah yang diartikan sebagai upah-mengupah dan ijarah yang berarti sewa-
menyewa. Akad ijarah seperti juga dengan akad jual beli, yang merupakan bagian
dari al- ‘uquud al-musammaah. Al-‘uquud al-musammaah adalah akad yang telah
disebutkan namanya dan diatur oleh Allah swt., seperti jual beli, ijarah, syirkah
(pengkongsian), kafalah, dan hibah. Akad ijarah berbeda dengan transaksi jual beli
karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya
dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.?’
a. Pengertian [jarah

Kata ijarah berasal dari kata al-ajru, berarti al-iwadh (upah atau ganti).
Wahbah az-Zuhaili menjelaskan ijarah menurut bahasa yaitu bai’ al-manfaah yang
berarti jual beli manfaat.”® Sementara itu dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan
dikalangan ulama fiqih dalam mendefinisikannya.

Menurut ulama Hanafiyah

Ol 3h e dadidll e S 355y

*Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat , h. 58.

*"Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. h.
386.

*Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. h.
386.
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“Jjarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”.*’

Menurut ulama Malikiyah

“ljarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu
barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari
manfaat.”’

Menurut ulama Syafi’iyah

3lan mia ALY 5 IS AL B AR 2a Sl s el dadia e S

”Akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah,
serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”"

Menurut ulama Hanabilah

Wb Uk o8 Wy 108158 ey daly S6a i) U e 52

“ljarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan
kara’ dan semacamnya.”

Sayyid Sabiq dalam salah satu karangan Abdul Rahman Ghazaly
mendefinisikan ijarah sebagai suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil
manfaat dengan jalan penggantian.®

Menurut Amir Syarifuddin al-ljarah diartikan dengan akad atau transaksi
manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah

manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al’ain, seperti sewa menyewa

rumah untuk dihuni. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga

» Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, h. 316.
%Y Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, h. 316.
' Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, h. 317.
32Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, h. 317.
33 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, h. 277.
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kerja seseorang disebut ijarah ad-Dzimmah atau upah mengupah, seperti upah
mengetik skripsi atau tugas. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks
figih disebut ijarah.

Berdasarkan pengertian menurut istilah yang disampaikan oleh ulama fiqih
maka dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip para
ulama dalam mengartikan ijarah atau sewa-menyewa, sehingga dapat disimpulkan
bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan
demikian objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang bukan pada
barangnya.

Dari segi imbalannya, ijarah mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda,
karena dalam hal jual beli objeknya adalah benda sedangkan pada ijarah objeknya
adalah manfaat dari benda.>*

b. Landasan Hukum Jjarah

Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan
akad ijarah dengan dalil Al-Qur’an, Sunnah, dan [jma® sebagaimana penjelasan
sebagai berikut.

1) Al-Qur’an
Allah swt. berfirman dalam QS. Ath-Thalaq/65: 6.

PR IPZ I ,T/

Lo
ORUESTERETE SN SN
Terjemahnya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka
berikanlah kepada mereka upahnya.”*

¥ Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, h. 317.

3Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h. 386

*Departemen Agama RI, AIl-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004),
h. 817.
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Berdasarkan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya segala bentuk
pekerjaan tentu memiliki upahnya masing-masing baik itu pekerjaan kecil ataupun
besar. Para pekerja harus dibayar sesuai dengan upah yang seharusnya mereka terima.

Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Qashash/28: 26.

(%) BT £ T G5l L 35 2oy il L5 206

Terjemahnya:

“Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai
pekerja kita, karena orang yang palin7g baik untuk dijadikan pekerja ialah
orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

Berdasarkan ayat di atas dapat ditarik benang merah bahwasanya dalam
memilih pekerja tentu harus memiliki sifat yang dapat dipercaya, karena pekerjaan
yang akan dibebankan kepada merupakan tanggung jawabnya untuk
menyelesaikannya. Selain dapat dipercaya pekerja harus kuat fisik maupun non fisik
agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2) Hadis
Rasulullah saw. bersabda:
(anle 0 o15) A SriesSEh ST Skt sy e ) los  0305 08 528 Gl 56 G
Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ia mengatakan Rasulullah Saw.

berkata: “Berikanlah upahnya sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu

Majah).”

Berdasarkan hadis di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hal sewa-sewa

menyewa terutama dalam menggunakan jasa seseorang (mempekerjakannya) maka

*"Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 547.

¥ Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah al-Qazuwainiy, Sunan ibn Majah
(Kairo: Mawqi’ Wizarah al-Augaf al-Mishiriyah,t.th), Juz 7, h.398

**Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta:Pustaka Amani, 2000), h. 271.
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setelah pekerjaannya selesai, Nabi sangat menganjurkan untuk membayarkan
upahnya langsung atau jangan ditunda-tunda.
Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:.
i e 0l 0 5 el s adle il U pmy aninl 08 Lagie i o yal slaall, by o Lo s (IS
sl ol 5))
Artinya:
Dari Ibn Abbas r.a. berkata: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah

berbekam kepada seseorang dan beliau memberi upah (sewa) kepada tukang
bekam itu, jikalau bekam haram maka ia tidak memberinya.” (HR. Bukhari).*

Hadis di atas dengan jelas menjelaskan bahwasanya sangat penting untuk
membayarkan upah seseorang setelah pekerjaannya selesai, ini sesuai dengan
tindakan beliau yang membayarkan upah tukang bekam dalam hadis di atas.

3) Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad ijarah
sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada
kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah sebagaimana kebutuhan mereka
terhadap barang rill dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad ijarah
manfaat harus diperbolehkan juga.*

4) Fatwa DSN-MUI Tentang ljarah
ljarah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUTI) No. 9/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan ijarah.*

* Imam Hafid Ahmad bin Alibin Hajar al-Asqolaniy, Fathul Bary (Beirut-Libanon: Dar al-
Arafah, t.th), Juz 4, h.458.

*'Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari jilid 3, terj.
Achmad Sunarto dkk., (Semarang: CV. ASY SYIFA’, 1992), h. 348.

“Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h. 386.

“Dewan Syariah Nasional, http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah, (07 Mei
2022)
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c. Rukun dan Syarat ljarah

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh
para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entitas dari suatu pekerjaan yang
akan dihasilkan. Para fugaha menyebutkan bahwa rukun merupakan sesuatu yang
menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu
yang ditegakkannya.*

Menurut ulama Hanafiyah rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan kabul dari
dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada
empat yaitu:*

1) ‘Akid (Dua orang yang berakad)

2) Sighat (ijab dan gabul)

3) Sewa atau imbalan

4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari
orang yang bekerja.*®

‘Agid yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang
menyewakan tenaganya atau pemilik barang objek sewa disebut mu 'ajir, sedangkan
pihak yang menggunakan jasa atau memanfaatkan barang objek sewaan disebut
musta ’jir. Kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan,
yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Ulama Syafi’iyah dan
Hanabilah menambah satu syarat lain, yaitu baligh. Menurut pendapat ini akad yang

dilakukan anak kecil meski sudah tamyiz, tetap tidak sah jika belum baligh.

*Ghufron A. Masadi, Figih Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
h. 78.

4 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, h. 278.

* Ahmad Wardi Muchlis, Figh Muamalat, h. 321.
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Berdasarkan rukun di atas maka adapun syarat-syarat sewa-menyewa menurut
Jumhur Ulama sebagai berikut:

1) Dua orang yang berakad (mu ajir dan musta jir)

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah orang yang berakad disyaratkan
telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal,
seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Namun ulama Hanafiyah dan
Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai
usia baligh. Anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah namun
pengesahannya tetap persetujuan walinya.*’

2) Sighat (ijab dan gabul)

Para fugaha sepakat bahwa dalam akad ijjarah kedua belah pihak yang
berakad harus menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila salah
seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini maka akad ijarahnya tidak sah.*®
Sebagaimana syarat dalam akad jual beli.

Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisaa/4:29.
|J,u;e,4\_))§w|w‘)¢_,luﬁ_<—,wvﬁ el N 10 7l G

,,/5;/,«;’,;9,/5

(“)L«eg) O ATY

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Sungguh, Allah Maha
Penyayang kepadamu.”*

*" Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, h.279.
* Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, h.279.
“Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107.
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ljarah disebut juga [jarah (perdagangan) karena didalamnya ada nilai

pertukaran harta dengan harta.*

3)

Sewa atau imbalan

Imbalan adalah sesuatu yang diberikan musta jir kepada mua’jir atas jasa

yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mua ’jir dengan syarat hendaknya:

a)

b)

d)

Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu akad ijarah tidak sah
apabila tidak mengetahui jumlah upahnya.

Pegawai negeri atau digaji oleh pemerintah tidak boleh mengambil gaji lagi
karena telah menerima gaji bulanan dari pemerintah.

Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa.
Jika manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat
dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewanya.

Manfaat untuk mengontrak seorang musta jir harus ditentukan bentuk kerjanya,
waktu, upah, serta tenaganya. Sebab itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan.
Karena transaksi upah yang masih abu-abu hukumnya adalah fasid.

Mayoritas ulama sepakat dengan akad ijarah menjadi batal apabila seseorang
menyewa pengulit dengan upah kulit hewan yang ia kuliti. Maka dari itu tidak
sah akad ijarah dengan upah yang tidak jelas.’’

Upah tidak berbentuk manfaat sejenis dengan objek akad seperti ljarah tempat
tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar jasa dan manfaat sejenis

lainnya.

Wahba az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,

h.391.

*'Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,

h.401.
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Manfaat

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hendaknya objek akad yaitu manfaat

karena diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak jelas

dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan

menghalangi penyerahan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.”

b)

d)

Adapun ketentuan-ketentuan objek ijarah:
Objek ijarah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada
cacatnya. Ulama Fiqih sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang
tidak diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
Manfaat dari objek yang akan diijarahkan harus diketahui sehingga perselisihan
dapat terhindarkan.™
Jelas ukuran dan batas waktu ijarah agar terhindar dari perselisihan.”
Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’ . oleh sebab itu ulama fiqih
sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang
membunuh, tidak menyewakan rumah untuk tempat prostitusi, dan lainnya.
Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang
untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa. Ulama fiqih sepakat bahwa akad
sewa-menyewa seperti ini tidak sah.
Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah, tanah,
kendaraan, dan lain sebagainya. Bukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang

pohon yang akan dimanfaatkan oleh penyewa sebagai sarana penjemur pakaian.

?Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,

h. 391.

*Rosalinda, Figih Ekonomi Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.132.
*Rosalinda, Figih Ekonomi Syariah, h.132.
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Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki
nilai ekonomi.
Macam-macam ljarah

Dilihat dari objeknya sewa-menyewa (ljarah) dapat dibedakan menjadi dua

macam yaitu bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan.

1))

2)

1))

ljarah atas manfaat, yaitu ijarah yang objek akadnya (ma'qud alaih) adalah
manfaat, dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda, di mana orang
yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa. Misalnya: sewa-menyewa
rumah, kendaraan, tanah dan lain sebagainya. ljarah ini disebut juga dengan al-
Kira’ atau sewa menyewa. apabila manfaat ini merupakan manfaat yang
dibolehkan syara’, maka para ulama figih sepakat menyatakan boleh dijadikan
objek sewa menyewa tersebut.
ljarah atas pekerjaan, ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara
mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.”” Jjarah seperti ini
disebut pengupahan. Menurut para ulama figih hukumnya boleh apabila jenis
pekerjaan itu jelas. Seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan
tukang sepatu.
Sifat dan Konsekuensi Hukum Jjarah
Sifat ljarah

Wahbah az-Zuhaili menukil pendapat dari ulama Hanafiyah mengatakan
bahwa ijarah merupakan akad /azim (mengikat), hanya saja boleh dibatalkan
(fasakh) karena adanya uzur. Menurut Jumhur Ulama ijarah adalah akad lazim

yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan hal-hal yang dapat membatalkannya

>>Rachmat Syafei, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 133-134
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seperti cacat atau hilangnya objek manfaat. Perbedaan pendapat tersebut
berdampak pada pendapat para ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa ijarah
menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Jika akadnya tetap
berlanjut maka manfaat yang dimiliki oleh penyewa berdasarkan akad atau upah
yang dimiliki oleh orang yang menyewakan diberikan kepada selain pelaku akad,
dan hal seperti ini tidak boleh. Karena perpindahan manfaat atau upah dari
muwarits (orang yang mewariskan) kepada ahli waris tidak dapat tergambarkan
karena akad ijarah berlaku atas suatu manfaat secara sedikit demi sedikit. Hal ini
tidak dibolehkan karena ahli waris tidak melakukan akad dengan penyewa. *°

Sedangkan jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan
Hanabilah jjarah tidak batal hanya dengan meninggalnya salah satu pelaku akad
karena akad ijarah adalah akad lazim dan akad mu’awadhah, maka tidak batal
dengan meninggalnya pelaku akad seperti jual beli. >’
Konsekuensi Hukum Jjarah

Konsekuensi hukum ijarah yang sah adalah penetapan hak kepemilikan
manfaat bagi penyewa dan penetapan hak kepemilikan upah yang disepakati bagi
orang yang menyewakan. Sedangkan konsekuensi hukum ijarah yang tidak sah
adalah jika penyewa telah mengambil manfaat maka ia wajib membayar upah
yang berlaku umum, yaitu tidak melebihi upah yang telah ditetapkan. Dengan
kata lain, menurut ulama Hanafiyah, upah yang wajib adalah lebih sedikit dari

upah umum dan dari upah yang telah ditetapkan. Hukum ini berlaku jika

Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,

h. 410.

*"Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,

h. 410.
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ketidakabsahan ijarah disebabkan dengan adanya syarat fasid, bukan karena
tidak diketahuinya upah yang telah ditetapkan dan bukan karena tidak adanya
penetapan upah. Dalam kedua kasus tersebut wajib membayar upah sebesar apa
pun upah itu.”®
H. Metode Penelitian
Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan
dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (/ibrary research).
Penelitian kepustakaan adalah sesuatu penelitian yang dilakukan untuk
menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik
berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang
diterbitkan secara berkala, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan
sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.*® Penelitian ini dilakukan
dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, skripsi, ataupun karya ilmiah
lainnya untuk mendapatkan data-data terkait topik yang diangkat oleh penulis.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Sebab sumber data
dan hasil penelitian ini berisikan kata-kata. Pendekatan yang beranjak dari dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

*Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h.411.

% Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi (Jakarta : PT Renika
Cipta, 2006), h. 95-96.
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Jenis Data

Jenis data terbagi atas dua bagian:
a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara
langsung dari objek penelitian. Adapun jenis data primer yang digunakan dalam
penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan
dengan objek yang diteliti. Penulis berpegangan pada buku karya Wahbah Az-
Zuhaili yang berjudul Figih Islam Wa Adillatuhu jilid 5 terj. Abdul Hayyie al-
Kattani dkk..
b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang
berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan,
literatur/buku ekonomi, skripsi, tesis, jurnal, disertasi, dan karya ilmiah lain yang
mendukung penelitian®.
Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode
kepustakaan, sehingga peneliti nantinya akan lebih banyak mengkaji dan
menelaah buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang memiliki relevansi
terhadap penelitian ini.
Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Induktif, yaitu dengan mengambil masalah atau data yang bersifat khusus

untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum.

%Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 59.
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b. Deduktif, yaitu dengan mengambil masalah atau data yang bersifat umum
untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Deskriptif Komparatif, yaitu menganalisah data-data yang berhubungan
dengan judul pembahasan ini yang dikumpulkan secara sistematis, lalu

dipaparkan apa adanya setelah dilakukan perbandingan komprehensif.



BAB 11
BIOGRAFI DAN LEGALITAS/KETENTUAN HUKUM AKAD
IJARAH MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Wahbah az-Zuhaili
1. Kelahiran

Wahbah az-Zuhaili bernama lengkap Wahbah bin al-Syeikh Musthafa az-
Zuhaili, ia juga memiliki julukan nama yaitu Nisbat dari Kota Zahlah yang
merupakan nama daerah tempat leluhurnya menetap di Lebanon, beliau merupakan
intelektual muslim yang berkebangsaan Syria®', Wahbah lahir pada tahun 1351
H/1932 M di desa Dir’ Athiyah, Qalmun, Damaskus, Suriah dan wafat pada tahun
1436 H/2015 M pada usianya 83 tahun. Wahbah merupakan putra dari Syekh
Mustofa az-Zuhaili dan Hj. Fatimah binti Musthafa Sa’adah, yang keseharian
ayahnya bekerja sebagai pedagang dan petani dan alim, hafal Al-Qur’an, senang
berpuasa, serta rajin menjalankan ibadah. Ibunya merupakan seorang wanita yang
bersifat wara’ serta berpegang teguh menjalankan syariat agama.®

Di bawah didikan ayahnya, beliau menerima pendidikan dasar Agama Islam,
setelahnya beliau di sekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya dan

selanjutnya disekolahkan pada ajaran pendidikan formal lanjutan. Wahbah az-Zuhaili

%! Mayoritas penduduk disana adalah petani yang menanam Gandum, Kapas dan Zaitun. dan
sebagian lain beternak Lembu atau kambing. penghasilan lain Syria adalah dari minyak bumi yang
baru digali pada tahun 1956. Cadangan minyak disana diperkirakan 1,5 Milyar barrel. Disamping
penghasilan di atas, Syria juga mendapat penghasilan dari sektor lain yakni pajak transit dari pipapipa
minyak milik negeri tetangganya Irak dan Saudi Arabia yang melintasi negerinya untuk
disalurkan menuju Teluk Persia selanjutnya dibawa ke Negara-negara konsumen khususnya Eropa
dan Amerika.

62 Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani,

2008), h. 174
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terlahir dan dibesarkan pada ruang lingkup keluarga ulama-ulama mazhab Hanafi
sehingga membentuk pemikirannya dalam mazhab figih. Meski bermazhab hanafi
tetapi Wahbah tidak fanatik pada pahamnya sehingga senantiasa menghargai
pendapat-pendapat dari mazhab lain. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk
penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat tentang figih.*
2. Pendidikan

Wahbah memulai pendidikan melalui ayahnya dengan pengajaran dasar-dasar
agama, lalu kemudian Wahbah melanjutkan studinya dengan memulai belajar Al-
Qur’an dan ibtidaiyah di kampung halamannya. Setelah lulus dari pendidikan
ibtidaiyahnya pada tahun 1946 M, ia melanjutkan ke pendidikan menengah dan
kemudian melanjutkan kuliahnya dengan mengambil jurusan Syariah di Damaskus
selama 6 tahun . Wahbah sangat suka belajar sehingga saat beliau mendapatkan ijazah
pada tahun 1952, ijazah tersebutlah yang beliau jadikan sebagai pegangan awal untuk
masuk pada Fakultas Syariah Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas
Hukum di Universitas ‘Ain Syam di Kairo, Mesir secara bersamaan. Pada waktu itu,
Wahbah mendapatkan tiga ijazah:®**

a. Pada tahun 1956: Jjazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas al-Azhar.

b. Pada tahun 1957: ljazah Takhassus pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab

Universitas al-Azhar dan ijazah B.A dari Fakultas Hukum Universitas ‘Ain

Syam.

63 Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani,
2008), h. 175-176.

 Saiful Amin Ghofur, Mozaik Mufasir Al-Qur’an dari Klasik hingga Kontemporer
(Yogyakarta :Penerbit Kaukaba, 2013), h.137.
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Tak cukup sampai disitu Wahbah lalu melanjutkan studinya ke jenjang
pascasarjana di Universitas Kairo, Mesir, yang diselesaikan selama dua tahun lalu
menyandang gelar MA dengan tesis yang berjudul “al-Zirai fi al-Siyasat al-
Syariyyat wa al Figh al Islami”.®

Belum juga puas dengan pendidikan yang telah ditempuhnya beliau pun
melanjutkan studinya ke program doktoral yang selesai pada tahun 1963 di
Universitas Al-Azhar, Wahbah berhasil menyandang gelar doktor dengan yudisium
predikat summa cum laude (Martabat al-Syaraf al-‘Sula), saat itu disertasi beliau
berjudul “Atsar Al-Harb fi Al-Figh Al-Islami: Dirasah Mugaranah baina Al-Mazahib
Al-Samaniyyah wa Al-Qanun Al-Dauli Al-Am” (Efek Perang dalam Fiqih Islam:
Studi Komparatif antar Delapan Mazhab dan Undang-Undang Internasional).
Studinya masih tetap beliau lanjut dengan menyandang gelar profesor pada tahun
1975.

Selain pendidikan dalam kampus, beliau juga mendapatkan kesempatan untuk
ikut dalam pertukaran pelajar dari kampus-kampu Barat. Beliau termasuk pelajar
yang sangat berprestasi bahkan setiap jenjang yang ditempuh nya ia selalu
mendapatkan rangking tertinggi. Hal ini merupakan ketekunan beliau dalam belajar,
menurut beliau rahasia kesuksesan dalam belajar terletak pada kesungguhan dalam
menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu proses
belajar. Adapun motto hidupnya ialah “Inna sirra an-najah fi al-hayah ihsan ash-
shilah billah ‘azza wa jalla”, artinya sesungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup

adalah membaikkan hubungan dengan Allah ‘Azza wa jalla.

% Saiful Amin Ghofur, Mozaik Mufasir Al-Qur’an dari Klasik hingga Kontemporer, h.137.
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Pada tahun 1963 M, beliau diangkat menjadi dosen di fakultas Syariah atau
Hukum Universitas Damaskus dan menjadi wakil dekan secara berturut-turut,
kemudian menjadi Dekan, dan menjadi ketua jurusan Figh al-Islam1 wa Madzahabih
di fakultas yang sama. Beliau mengabdi selama lebih dari tujuh tahun, dan menjadi
profesor pada tahun 1975. Beliau dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang
Figih, Tafsir dan Dirasah Islamiyah. Sebagai seorang guru besar, beliau seringkali
menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti pada
fakultas Shari“ah, serta fakultas Adab Pasca sarjana di beberapa tempat, yaitu
Universitas Khurtumi, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang
ketiganya berada di Sudan. Disamping itu, beliau juga turut memberikan khutbah
Jum’at sejak tahun 1950 di masjid Uthman di Damasyik dan masjid al-Iman di Dar
Atiyah, beliau juga menyampaikan ceramah di masjid, radio dan televisi serta
seminar dalam segala bidang keilmuan Islam.®

a. Guru-guru dan murid-murid Wahbah az-Zuhaili

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian
memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari
seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarinya. Demikian juga
halnya dengan Wahbah al-Zuhaili, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin
keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datangi dan berguru
kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu dibidang Hadits karena berguru
kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (w. Tahun 1958 M), menguasai

ilmu di bidang Teologi berguru dengan syaikh Muhammad al-Rankusi,

% Forum Kajian Tafsir LPSI, Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer
(Jawa Timur : Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1438 H.), 193.
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Kemudian ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf berguru dengan syaikh Judat al-
Mardini (w. 1957 M) dan mempelajari Figh Syafi’i dengan syaikh Hasan al-
Shati (w. 1962 M). Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu Ushiil figh dan
Mustalahul Hadits berkat usaha beliau berguru dengan syaikh Muhammad Lutfi
al-Fayumi (w. 1990 M). Selain di bidang ilmu baca al-Qur’an seperti Tajwid,
beliau belajar dengan syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan syaikh
Hamdi Juwaijati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf
beliau berguru dengan syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran
beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan
syaikh Hasan Jankah dan syaikh Shadiq Jankah al-Maidani. Dalam ilmu-ilmu
lainnya seperti bahasa yaitu ilmu Sastra dan Balaghah beliau berguru dengan
syaikh Shalih Farfur, syaikh Hasan Khatib, Ali Sa’suddin dan syaikh Shubhi al-
Khazran. Mengenai ilmu Sejarah dan Akhlak beliau berguru dengan syaikh
Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi
guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika,
Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu modern lainnya. Dari beberapa guru beliau di
atas, maka masih banyak lagi guru-guru beliau ketika di negeri Mesir, seperti
Mahmud Syaltut (w. 1963 M), Abdul Rahman Taj, dan Isa Manun merupakan
guru beliau di bidang ilmu Figh Muqarran. Untuk pemantapan di bidang Figh
Syafi’i beliau juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan (w. 1994 M),
Muhammad Hafiz Ghanim, dan Muhammad ‘Abdu Dayyin, serta Musthafa
Mujahid.®’

7 Forum Kajian Tafsir LPSI, Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer , h.
197-198.



38

Kemudian, dalam bidang Ushul Figh beliau berguru juga dengan
Musthafa ‘Abdul Khaliq beserta anaknya ‘Abdul Ghani Usman Marazuqi,
Zhawahiri al-Syafi’i dan Hasan Wahdan. Dan dalam bidang ilmu Fiqih
Perbandingan beliau berguru dengan Abu Zahrah, ‘Ali Khafif, Muhammad al-
Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri
dan tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak disebutkan lagi.
Perhatian beliau di berbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau
aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadikan beliau juga sebagai tempat
merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan
kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majelis
ilmu seperti perkuliahan, majlis ta’lim, diskusi, ceramah, dan melalui media
massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-muridnya, di
antaranya adalah Muhammad Faruqg Hamdan, Muhammad Na’im Yasin, ‘Abdul
al-Satar Abu Ghadah, ‘Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan
termasuklah putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih banyak
lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari’ah dan
perguruan tinggi lainnya.®®

3. Karya-Karya Wahbah az-Zubhaili
Kecerdasan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan
akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang
dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan

maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin

% Forum Kajian Tafsir LPSI, Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer , h.
198.
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keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam

menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan

figh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma

masyarakat dan perkembangan sains. Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis

artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika

tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan

melebihi dari 500 makalah dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah

sebagai berikut:*’

a. Bidang Fiqih dan Ushul Figih

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

Atsar al-Harb fi al-Figh al-Islami-Dirasah Mugaranah, Dar al-Fikr,
Damaskus, 1963

al-Wasit fi Ushiil al-Figh, Universitas Damaskus, 1966

al-Figh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadits, Damaskus,
1967

Nazariat al-Darirat al-Syar’iyyah, Maktabah al-Farabi, Damaskus,
1969

Nazariat al-Daman, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970

Al-Usiil al-‘Ammah li Wahdah al-Din al-Haq (Damshiq: Maktabah al-
Abbasiyah, 1972)

Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, 11 jilid, (Damshiq: Dar al-Fikr, 1984)”°
Usill al-Figh al-Islami, 2 jilid, (Damshiq: Dar al-Fikr, 19686)

% Khuzaeni, “Biografi Singkat Wahbah Az-Zuhailli : Profil, Pendidikan, Karya dan
Pemikiran”, https://wislah.com/biografi-singkat-wahbah-az-zuhailli (diakses pada 26 Juli 2022).

0 Kitab Al-figh al-Islami wa Adillatuhu, merupakan sebuag kitab agung zaman mutaakhir
yang terdiri dari 8 jilid, yang masyur menjadi telaah para ulama dan rujukan di pusat-pusat pengajian
Islam. juga merupakan kitab yang dianggap sebagai ensiklopedia figh dan perundangan Islam saat ini.
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9) Juhud Tagnin al-Figh al-Islami (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987)

10) Figh al-Mawarith fi al-Shari’ah al-Islamiah (Damshiq: Dar al Fikr,
1987)

11) Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Figh al-Islami (Damshiq: Dar al-Fikr,
1987)

12) Al-Ijtihdd al-Figh al-Hadith (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1997)

13) Al- ‘Urfwa al-‘Adah (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1997)

14) Al-Zird’i fi al-Shiyasah al-Shari’ah wa al-Figh al-Islami (Damshiq: Dar
al-Maktabah, 1999)

15) Tajdid al-Figh al-Islami (Damshiq: Dar al-Fikr, 2000)

16) Usil al-Figh al-Hanafi (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2001)

17) Tatbig al-Shart’ah al-Islamiyah (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2000)

18) Idarah al-Wagqf al-Khair (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1998)

. Bidang Tafsir

1) Al-Tafsir al-Munir fi al-,,Aqidah wa al-Shari"ah wa al-Manhaj, 17
jilid, (Damshiq: Dar al-Fikr,1991)

2) Al-Qayyim al-Insaniyah fi al-Qur’an al-Karim (Damshiq: Dar al
Maktabah, 2000)

3) Al-Insan fi al-Qur’an (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2001)

4) Al-Qissah al-Qur’aniyah  Hidayah wa Bayan (Damshiq: Dar
alKhair,1992)

. Bidang Hadis

1) Al-Asas wa al- Masadir al-ljtihad al-Mushtarikat Baina al-Sunnah
wa al- Shi’ah (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1996)



2)

3)

4)
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Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiyah ‘Inda al-Sunnah wa alShi’ah
(Damshiq: Dar al-Maktabah, 1996)

Manhaj al-Da’wah fi al-Sirah al-Nabawiyah (Damshiq: Dar al
Maktabah, 2000)

Al-Sunnah al-Nabawiyah (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1997)

d. Bidang Sosial dan Budaya

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Al-‘Alagah al-Dauliyah fi al-Islam (Beirut: Muassasah al-Risalah,
1981)

Khasais al-Kubra i Huqiig al-Insan fi al-Islam (Damshiq: Dar
alMaktabah, 1995)

Al-Uliim al-Shari’ah Baina al-Wahdah wa al-Istiglal (Damshiq:
Dar al-Maktabah, 1996)

Al-Islam al-Din al-Jihad [ al- ‘Udwan (Libya: Tripoli, 1990)
Al-Thagdfah wa al-Fikr ( Damsyiq: Dar al-Maktabah, 2000)

Hagq al-Huriyyah fi al- ‘Alam (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2000)

Al-Islam wa Usil al-Hadarah al-Insaniyah (Damshiq: Dar al Maktabah,
2001)

e. Bidang Sejarah

1)

Al-Mujaddid Jamal al-Din al-Afghani (Damshiq: Dar al-Maktabah,
1986)

Selain itu Wahbah juga turut berperan serta dalam penulisan berbagai

penelitian seperti Ensiklopedi Fiqih di Kuwait, Mawsu’ah al-‘Arabiyah al-

Kubra (Ensiklopedia Besar Arab) di Damaskus, Ensiklopedia Peradaban Islam di
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Yordania, dan Ensiklopedia Islam di Halb.”'

Karya intelektual Wahbah yang lain adalah berupa jurnal ilmiah dan
majalah-majalah yang diterbitkan di berbagai negara. Dari sekian  banyak
karyanya, Nampak karya Wahbah dalam bidang figih lebih dominan dibanding
dengan karya-karyanya yang lain.

Selain itu ia juga menulis artikel-artikel keislaman di Kuwait, Damaskus,
Riyad, Tunisia, Mesir, dan Mekah al- Mukarramah. Beliau juga pernah
mengikuti lebih dari 100 seminar Islam internasional di Damaskus, Rabat,
Riyad, Kairo, Turki, Karachi, Bahrain, Jeddah, Kuwait, al-Jazair, dan lainnya.

4. Pengaruh Pemikiran

Pemikiran seseorang tidak terlepas dari lingkungan masyarakat dimana ia
dilahirkan dan dibesarkan. Sebagaimana Wahbah az-Zuhaili yang lahir di Suriah dan
dibesarkan di Mesir. "> Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa modernisasi dalam segala
bidang tidaklah menutup kemungkinan akan munculnya inovasi baru dan
industrialisasi. Namun, ia menekankan bahwa pembaruan yang dilakukan tidak
bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Menurutnya pintu ijtihad terbuka lebar
bagi setiap orang yang memiliki keahlian yang didukung dengan kecerdasan
intelektual, penguasan bahasa dan memiliki wawasan yang luas dalam menetapkan

suatu produk hukum dengan dasar yang argumentatif dan penggalian sumber hukum

m http://www.zuhayli.net/biograp1.htm, (diakses pada 19 Juni 2022)

72 Mesir adalah negara yang menjadi pusat peradaban Islam di dunia. Mesir dengan lembaga
pendidikannya yang terkenal seperti Universitas Al-Azhar dan Universitas Kairo. Mesir telah banyak
melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Muhammad Abdul dan muridnya yakni rasyid rhida
dan tak terkecuali Wahbah az-Zuhaili. Selain itu, Mesir juga mempunyai ragam sejarah peradaban
kemanusiaan dan munculnya berbagai macam pemikiran sebagai simbol dan sebuah kekayaan ilmu
dan pengetahuan intelektual. Sehingga cendekiawan seperti Wahbah az-Zuhaili mampu menjadi
salah satu produk intelektual muslim kontemporer yang berhasil menafsirkan ulang satu teks.
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yang ontentik. Namun, demikian Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ruang
lingkup ijtihad terbatas pada hal-hal tertentu. Pertama, tidak berkaitan dengan
pembahasan bidang akidah, ibadah, akhlak, dan syariat yang gat i karena hukumnya
terdapat dalam nas yang jelas. Kedua, sesuatu yang tidak terdapat dalam nas yang
gat’i atau dalilnya yang menjadi pijakan yang bersifat zanni.”

Menurut Wahbah az-Zuhaili tidak boleh melakukan ijtihad pada dasar dan
prinsip syariah yang hukumnya telah pasti seperti haramnya barang yang haram,
persoalan pribadi, meniadakan sanksi-sanksi terhadap kesalahan yang dilakukan
dengan pandangan lain dan bertentang dengan akidah, mengesahkan kerusakan dan
kemudaratan serta membolehkan jual beli barang riba. Wahbah az-Zuhaili juga
menyakini bahwa persoalan kontemporer menyimpan beberapa masalah hukum yang
belum jelas oleh ulama terdahulu. Ia memberikan contoh dalam bidang hukum
politik, misalnya dalam perjajian perbatasan laut, udara, dan daratan serta
amandemen perundang-undang. Dalam bidang ekonomi, misalnya perjanjian
asuransi, sewa-menyewa dan lain sebagainya.”

Wahbah az-Zuhaili beranggapan bahwa kompleksitas masyarakat di abad
sekarang ini menuntut adanya ijtihad bersama karena ijtihad bersama pembahasannya
telah komprehensif dan representatif. Alasan ini lah yang membuat menyuarakan
adanya pembahasan dalam hukum Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan sifat
fleksibilitas syarat Islam dalam bidang muamalah yang tidak bertentangan dengan
syariat. Al-Qur’an dan sunnah pada posisi puncak dalam hirarki sumber penggalian

hukum. Wahbah az-Zuhaili juga mengakomondasi sumber hukum lain yang meliputi

3 Wahbah az-Zuhaili, Al- Quran dan Paradigma peradaban, (Yogyakarta: Dinamika, 1996),
h. 78-79.
™ Wahbah az-Zuhaili, AI- Quran dan Paradigma peradaban, h. 79.
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ijma’, giyas, ihtihsan , maslaha mursalah, ‘urf, ihtihsab.”

Wahbah az-Zuhaili sudah sangat cakap dalam bidang muamalah melihat dari
lingkungan, latar belakang pendidikan dan karya-karyanya yang telah cakap,
sehingga tidak perlu ragu terhadap nilai-nilai syariat dan dasar hukum yang
digunakan.

B. Legalitas/Ketentuan Hukum Akad Ijarah Menurut Wahbah az-Zuhaili
1. Aspek Legalitas

Akad ijarah dalam pengertiannya adalah sewa-menyewa dan upah-mengupah,
yang merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah disyariatkan oleh agama
Islam. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa para ulama fiqih telah sepakat dengan
kelegalitasan dari ijarah. Alasan atas kebolehan yang diungkapkan para ulama tidak
lepas dari ketetapan syariat Islam yaitu berdasarkan dalam Al-Qur’an, Hadis-hadis
Nabi, dan [jma’. Meski para ulama sepakat dengan kelegalan ijarah, ada beberapa
kelompok ulama yang melarang akad ini yaitu Ibnu Kaisan, Hasan Basri, an-
Nahrawani dan Ismail bin Ulayyah. Wahbah juga mengatakan bahwa
ketidaksetujuan ulama lain dalam legalnya akad ijarah dikarenakan dalam melakukan
akad yang diperjualbelikan adalah manfaat dari barang/jasa itu sendiri. Pendapat
tersebut dibantah oleh Ibnu Rusyd’®.

Kelegalitasan merupakan awal dari setiap akad, sehingga untuk melihat
apakah akad ini sesuai dengan syariat Islam perlu diperhatikan kembali aspek

legalitasnya.

™ Wahbah az-Zuhaili, AI- Quran dan Paradigma peradaban, h. 80.

" Menurut Ibnu Rusyd yang diungkapkan oleh Wahbah lewat tulisannya bahwa meski
manfaat barang/jasa tidak ada pada saat melakukan akad tetapi secara umum dapat terwujud pada saat
pelaksanaan ijarah.
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2. Dalil-dalil yang digunakan
Suatu akad seperti ijarah yang dibolehkan oleh mayoritas ulama tentu saja
tidak lepas dari dalil-dalil yang memperkuat alasan dibolehkannya. Kebolehan ijarah
tidak lepas dari dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis dan ijma’. Adapun
penjelasan dalil-dalil tersebut sebagai berikut.
a. Al-Qur’an

1) QS. ath-Thalaq/65:6

T R e I P2 I

“U}L;f"‘dt‘éjwfﬂl""ud dﬁ)"‘\;"""ﬁj“’"‘) &J)}|&yu/ﬂu&/o;‘ };;

Terjemahnya:

6. “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah
kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.””’

Ayat di atas dimasukkan kedalam salah satu dalil yang melegalkan
pelaksanaan akad ijarah khususnya ijarah pekerjaan. Ayat di atas membahas tentang
seseorang wanita yang dipekerjakan untuk menyusui anak-anak dari orang-orang
yang menyewakan jasanya, lalu setelah pekerjaannya selesai maka orang yang
menyewakan jasanya haruslah memberinya imbalan atau upah atas kerja kerasnya.
Begitupun dengan pekerjaan lainnya, seseorang yang telah menyewakan jasa
seseorang dalam bentuk apapun itu (berdasarkan kemampuannya) semestinya setelah
pekerjaannya selesai haruslah dibyarkan upahnya.

2) QS. al-Qashash:28/26-27

do

-

,)03.3\“ Ls}aJ‘ujm u.oj\}\_)| oﬂwlub L;.é_‘:;\.;ldlj

lr m \l

‘jwpg;:.;.:\ub c"&LS—"’d,)"L’Q‘uLOO“-; ”‘6.\.9‘;/\9& \:U/‘;;ﬂlal:;
£,8 5 £ “. - -
(D) ekl 7 A uu\dm_uo SO A Ty Hase Job

" Departemen Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 817.
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Terjemahnya:

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat
lagi dapat dipercaya”.

27. Berkatalah Dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu
bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun
Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak
memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatlku Termasuk orang-
orang yang baik”.”®

Avyat di atas dikategorikan dalam dalil kelegalan pada akad ijarah karena ayat

di atas membahas ketika seorang laki-laki yang bertubuh kuat dan dapat dipercaya

ditawarkan untuk bekerja kepada keluarga Syu’aib selama 8-10 tahun, lalu

kemudian diberi imbalan dengan menikahi salah satu putrinya. Terjemah ayat di atas

sangat konkrit dengan rukun pada ijarah yaitu aqid (pelaku akad), maquud’alaih,
dan ujrah (imbalan).

3) QS. al-Bagarah/2:233
& 1,850 sl 36 T 2008 Ko 21k SB Ayl hisgsd o
Tl sk G AT

;,_:.3
AR

Isadels

5 £
[ 503, ¢

Terjemahnya:

233. “...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat
apa yang kamu kerjakan.”

Firman Allah swt. di atas sama dengan dalil yang pertama yaitu bagaimana
ayat ini menjelaskan jika mempekejakan seseorang haruslah diberikan pembayaran

yang merupakan haknya hasil dari keringatnya.

78 Departemen Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h. 547.
7 Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 47.
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Berdasar ketiga dalil Alqur’dan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
hukum Islam membenarkan penyewaan tenaga kerja manusia untuk melakukan
pekerjaan, lalu kemudian dibayarkan upahnya.

b. Hadis

Selain Al-Qur’an, hadis juga memiliki beberapa dalil yang memperkuat
pelaksanaan dan kebolehan ijarah. Beberapa hadis tersebut ialah:

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

S0aale (ol o) 5 ) A8 HaadiSER AT S gl ol g ale 40 L i) 0505 OB Syl (3 ) S8 (e

Artinya:
Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ia mengatakan Rasulullah Saw.
berkata: “Berikanlah upahnya sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu
Majah).”!

Dalil di atas dengan sangat jelas membolehkan penyewaan jasa, tetapi setelah
itu diharuskan membayarkan upah pekerja tersebut, sesuai dengan peranjian diawal.
Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:
oa) she O ge s he s adde A sy aaial 1B Legie il ol plaall adany al el s IS
82 (sl el 5))
Artinya:
Dari Ibn Abbas r.a. berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah
berbekam kepada seseorang dan beliau memberi upah (sewa) kepada tukang

bekam ity, jikalau bekam haram maka ia tidak memberinya.” (HR.
Bukhari).*?

% Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah al-Qazuwainiy, Sunan ibn Majah
(Kairo: Mawqi’ Wizarah al-Augaf al-Mishiriyah,t.th), Juz 7, h.398

$'Tbnu Hajar al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Jakarta:Pustaka Amani, 2000), h. 271.

%2 Imam Hafid Ahmad bin Alibin Hajar al-Asqalani, Fathul Bary (Beirut: Dar al-Arafah, t.th),
Juz 4, h.458.

$Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari jilid 3, terj.
Achmad Sunarto dkk., (Semarang: CV. ASY SYIFA’, 1992), h. 348.
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Dalil hadis di atas membahas tentang pada masa Rasulullah, beliau pernah
mempekerjakan seseorang yaitu berbekam dan setelah itu memberinya imbalan atas
pekerjaan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan kedua hadis di atas dapat dipastikan bahwa ijarah pekerjaan
telah dibolehkan oleh Rasululullah saw. disamping itu pada perkembangannya saat
ini ada sewa lain yaitu penyewaan barang atau tempat, sebagaimana hadis dibawah
ini.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud:

leler V1 5 SIS o (A Jsms g o g )50 (e (55l 2 pal 5 D 55550
Bl 5 2en) ol 5 )
Artinya:

“Dahulu kami meyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang

tumbuh. Lalu rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami

agar membayarnya dengan uang emas atau perak.” (HR. Ahmad dan Abu
Dawud)®

Hadis di atas menjelaskan bahwa setelah penyewaan barang atau ijarah
manfaat, dianjurkan untuk membayar biaya penyewaan terhadap barang atau tempat
yang telah disewa. Berdasar pada hadis Nabi saw. di atas beliau menganjurkan untuk
membayarkan biaya sewanya dengan menggunakan mata uang saat itu yaitu perak
atau emas.

c. [Iima’
Landasan ijma™® pada akad ijjarah ialah sejak zaman sahabat sampai

sekarang akad ijarah atau sewa-menyewa telah disepakati oleh para ahli hukum

% Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, h. 476.

% Ahmad. Wardi muchlis. Figh Muamalat, h. 325

86 Ijma’ merupakan kesepakatan para mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah
wafatnya Rasulullah saw. atas sesuatu hukum syara’ dalam permasalahan tertentu.
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Islam, kecuali beberapa orang yang telah disebutkan sebelumnya. Hal tersebut
dikarenakan akad ijarah termasuk bagian dari al-‘uquud al-musammaah®’, yang
merupakan akad yang dibutuhkan oleh masyarakat. Wahbah az-Zuhaili menegaskan
bahwa selama akad jual-beli barang diperbolehkan maka akad ijarah manfaat harus
diperbolehkan juga.®
Akad ijarah sangat dibutuhkan sampai sekarang salah satu contonya ketika
beberapa golongan orang-orang yang memiliki rezeki berlebih dengan memiliki
beberapa rumah sedangkan disisi lain ada juga golongan orang-orang yang tidak
memiliki tempat tinggal, maka disinilah ijarah sangat berfungsi yaitu orang-orang
yang tidak memiliki tempat tinggal tersebut bisa menempati dengan menyewa rumah
orang-orang yang tidak digunakan untuk beberapa waktu seperti yang akan
disepakati bersama dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang juga telah
disepakati bersama.
3. Aspek Rukun
Wahbah menyampaikan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa rukun ijarah
terbagi atas empat bagian yaitu :
a. Aqid atau kedua pelaku akad ijarah (mu jir/pemilik dan musta jir/penyewa)
b. Sighat atau ijab dan qabul, ujrah (uang sewa atau upah) dan

c. Manfaat barang.

¥"Dalam kitab Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5 terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Wahbah
az-Zuhaili menerangkan bahwa al- ‘uquud al-musammaah ialah akad yang telah disebutkan namanya
dan telah diatur oleh Allah swt. beberapa akad yang termasuk didalamnya ialah jual beli, ijarah,
syirkah, kafah dan hibah. (lihat Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul
Hayyie al-Kattani dkk., h.385)

%¥Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h.385.
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Perbedaan pendapat terhadap rukun ijarah sudah sangat banyak dibahas
dalam akad-akad lain seperti jual beli dan lain-lain. Oleh sebab itu tidak perlu
diperdebatkan lagi.*

Setiap akad perjanjian tentu memiliki rukun, dalam artian bahwa dalam akad
kita harus mengetahui apa-apa saja yang berkaitan dengan perjanjian yang akan kita
lakukan, siapa-siapa saja yang terlibat dalam akad dan apa feedback yang akan
diterima jika melakukan perjanjia seperti contoh penyewaan barang elektronik maka
pemilik/mu ’jir akan mendapatkan uang sewa/upah dan penyewa mendapatkan

manfaat dari objek akad.

% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, h. 321.



BAB III
SYARAT-SYARAT AKAD IJARAH MENURUT WAHBAH AZ-
ZUHAILI

Pembahasan syarat-syarat akad ijarah tentu banyak referensi yang berbeda-
beda. Pada buku yang ditulis Ahmad Wardi Muslich, syarat-syarat ijarah yang
disampaikan hanya empat yaitu syarat terjadinya akad (syarat in igad), syarat nafadz
(berlangsungnya akad), syarat sahnya akad, dan syarat mengikatnya akad (syarat
Iuzum)’. Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan dalam kitabnya bahwa syarat ijarah
ada enam yaitu syarat wujud, syarat berlaku, syarat sah, syarat kelaziman, syarat
objek akad dan syarat ujrah.
A. Syarat Wujud dan Syarat Berlaku

Syarat wujud atau syart al-in’igad, dalam pembahasan syarat wujud sangat
erat kaitannya dengan pelaku akad, akad itu sendiri dan juga tempat akad.”’ Wahbah
Mengatakan bahwa syarat yang berkaitan dengan pelaku akad yaitu berakal dalam
artian bahwa dalam pelaksanaan akad ijarah pelaku akad bukan orang gila dan juga

anak kecil tidak mumayyiz’” karena jika akad dilakukan, maka akad dianggap

% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, h. 321.

°! Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, h.389.

2 Mumayyiz artinya belum bisa mengambil keputusan atau belum bisa membedakan mana
yang benar dan yang salah. Ulama figih berbeda pendapat tentang usia mumayyiz dikategorikan dalam
syarat wujud dan syarat berlaku jjarah. Menurut ulama Hanafiyah, usia baligh tidak termasuk dalam
syarat wujud dan berlaku akad ijarah, karena menurutnya jika ada anak kecil mumayyiz yang
menyewakan harta atau dirinya maka apabila diizinkan walinya maka akad dianggap sah. Ulama
Malikiyah mengatakan bahwa mencapai usia mumayyiz (tetap tergantung kerelaan dari walinya) adalah
syarat ijjarah dan jual beli sedangkan baligh termasuk dalam syarat berlaku ijarah. Menurut ulama
Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu baligh dan berakal
termasuk syarat wujud akad jjarah karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan
dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli. (Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu,
jilid 5, h. 389 dan Ahmad Wardi Muslich, figh Muamalat, h. 321-322.)
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tidak sah.”

Syarat berlaku atau syart an-nafadz pada ijarah disyaratkan terpenuhi hak
milik atau kekuasaan, maksudnya ialah dalam melakukan akad ijarah barang yang
dijadikan objek akad harus milik dari pelaku akad yang akan menyewakan (milik
sahnya) bukan milik orang lain ataupun barang curian. Jika seorang fudhuli
melakukan hal tersebut maka akad ijarahnya dianggap tidak sah karena tidak adanya
kepemilikan.”

Menurut Wahbah az-Zuhaili jika seorang fudhuli melakukan ijarah dan
akadnya ditangguhkan (menunggu persetujuan pemilik sah) maka terdapat syarat-
syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya wujud objek ijarah. Jika seorang fudhuli
melakukan akad ijarah kemudian mendapatkan persetujuan dari si pemilik barang,
maka perlu diperhatikan jika persetujuan terjadi sebelum manfaat barang ijarah
digunakan maka akad tersebut sah dan pemilik asli dari barang tersebut juga berhak
mendapatkan imbalan/upah karena adanya wujud objek ijarah. Sedangkan jika
persetujuan dari pemilik asli objek akad terjadi setelah barang ijarah
dimanfaatkan/digunakan, maka akad menjadi tidak sah karena tidak adanya wujud
objek akad dan upah/imbalan yang dapatkan akan dikembalikan kepada pelaku akad.

Wahbah juga mengatakan bahwa hal tersebut sama dengan akad jual beli sehingga

* Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, h.389.

* Fudhuli adalah orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa seizinnya. Berdasarkan
hal tersebut terdapat perbedaan pendapat dari ulama fikih. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah
jika seorang fudhuli melakukan akad ijarah maka statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu
persetujuan pemilik barang. Akan tetapi, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal,
seperti halnya jual beli. (Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, h.389 dan Ahmad
Wardi Muslich, figh Muamalat, h. 322).
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seorang fudhuli dikategorikan seperti pelaku ghashab® ketika ia mengembalikan
barang kepada pemiliknya.”®

Wahbah menjelaskan bahwa berdasarkan kebolehan pelaku ghashab dalam
hal menyewakan barang, terdapat tiga ulama yang berbeda pendapat yaitu, Ulama
Hanafiyah, Abu Yusuf dan Muhammad.’’ Perbedaan pandangan tersebut juga berlaku
pada orang yang menghashab tanah untuk disewakan dengan tujuan membuat lahan
pertanian, lalu pemilik tanah tersebut membolehkan penyewaan tersebut.”®

Syarat pada bagian awal ini merupakan syarat-syarat yang paling umum yang
harus diketahui oleh semua pihak yang akan melakukan akad, adapun pada akad
ijarah sangat rinci dijelaskan bagaimana calon pelaku akad yang dapat ikut dalam
pelaksanaan ijarah dari segi kondisi dirinya, selain itu juga pada barang/manfaat yang
dijadikan sebagai objek akad lebih bagusnya merupakan benda milik kita sendiri

(bukan milik orang lain apalgi benda tipuan).

% Pelaku ghashab merupakan orang yang mengambil harta/barang orang lain secara terang-
terangan. (Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, h.390)

°° Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, h.390.

7 Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika pelaku ghashab menyewakan barang ghashab
kemudian menyerahkan kembali kepada pemilik aslinya, lalu pemilik menyetujui penyewaan yang
masa ijarahnya telah habis, maka persetujuan pemilik asli tidaklah berlaku. Sehingga upah yang
dihasilkan pelaku ghashab dari barang ghashab menjadi haknya. Menurut Abu Yusuf jika persetujuan
pemilik asli terjadi ketika waktu ijarah sedang berlangsung (belum habis) maka sepenuhnya upah yang
dihasilkan akan menjadi milik pemilik asli. Sedangkan menurut Muhammad, upah yang dihasilkan
pada sewa yang telah berlalu menjadi hak dari pelaku ghashab dan upah pada masa sewa yang tersisa
(setelah pemilik asli menyetujui penyewaan barang) akan menjadi hak dari pemilik asli dari objek
ijarah. (Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, h.390).

% Menurut Muhammad, jika seorang pelaku ghashab menyewakan tanah dengan akad
muzara’ah. Ada syarat yang harus diperhatikan bahwa jika tanaman telah keluar bulirnya tapi belum
kering dan pada saat itu pemilik tanah menyetujui penyewaan tersebut maka akadnya dianggap sah dan
hasil tanian seluruhnya milik dari pemilik tanah. Tetapi jika tanaman telah keluar bulirnya dan sudah
kering maka akad muzara’ah telah berakhir dan pada saat itu pemilik tanah menyetujui penyewaan
tersebut maka persetujuan dari pemilik tanah tidaklah berlaku. Maka hasil tani dari penyewaan lahan
tersebut merupakan milik dari pelaku ghashab. (Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid
5, h.390).
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B. Syarat Sah dan Syarat Kelaziman

Syarat sah atau syart ash-shahih, untuk sahnya ijarah Wahbah az-Zuhaili
mengatakan bahwa harus diikuti oleh syarat-syarat seperti pelaku akad, objek akad
(ma'qud alaih), sewa atau upah (ujrah) dan akadnya sendiri. Wahbah membagi
syarat sah menjadi tujuh bagian, berikut penjelasan tentang syarat sah pada akad
ijarah.
1. Kerelaan Kedua Pelaku Akad [jarah. Syarat ini diadakan sebagaimana terdapat

pada akad jual beli. Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa/4:29.

Py
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Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh  dirimu]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”

Salah satu syarat sahnya akad ijarah yaitu kerelaan kedua pelaku akad,
maksud dari ayat di atas ialah setiap akad yang tujuannya untuk mendapatkan
keuntungan maka sebaiknya melakukan akad yang merupakan bentuk dari perniagaan
dan pelaksanaannya terdapat kerelaan pelaku akad di dalamnya seperti sewa —
menyewa yang tujuannya untuk membantu sesama dan mendapatkan keuntungan.

Akad ijarah termasuk dari akad tijarah atau perdagangan dimana didalamnya
terdapat tukar-menukar harta.'® Pengaplikasian pada akad ijarah ialah kedua belah

pihak harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan akad dan ketika salah satu

“Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107
1% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalath. 323.
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pihak (penyewa atau pemilik) terpaksa/tidak rela melakukan akad, maka akad ijarah

dianggap tidak sah.'”!

2. Kejelasan Objek Akad (manfaat) ljarah, Wahbah mengatakan dalam bukunya
bahwa objek akad ijarah yaitu manfaatnya harus jelas'®” jika tidak jelas
manfaatnya maka akan menimbulkan perselisihan dan akadnya dianggap tidak
sah. Kejelasan objek akad dapat tercapai dengan menjelaskan jenis/tempat
manfaat, rentang waktu dan penjelasan objek kerja dalam ijarah pekerjaan. '

a. Penjelasan jenis/tempat manfaat, yaitu dengan mengetahui jenis barang yang
disewakan. Jika salah pelaku akad mengatakan ‘“saya sewakan salah satu
apartemen ini atau saya sewakan salah satu pekerja ini” maka akadnya tidak
sah karena ketidakjelasan pernyataan dari salah satu pelaku akad yaitu
apartemen mana dan pekerja yang mana yang dimaksudkan untuk disewakan.
Wahbah menceritakan bahwa Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak
membolehkan  ketidakjelasan ~ tempat  manfaat dan  Muhammad
membolehkan.'**

b. Penjelasan rentang waktu. Penjelasan rentang waktu sangat penting dalam

penyewaan seperti penyewaan rumah, apartemen, toko, rumah dan penyewaan

1% Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat (Jakarta:Kencana, 2010), h.279.

2K ejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan
penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya. (Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat,
h.279.)

1% Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, h.391.

"“Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, tidak boleh seseorang menyewa sungai kering atau
tempat tertentu untuk mengalirkan air untuk mengairi tanahnya, sebab ukuran sedikit banyaknya air
yang dialirkan ke sungai tersebut adalah berbeda-beda. Air dengan jumlah banyak akan
membahayakan sungai. Sesuatu yang berbahaya dikecualikan dalam akad ini. Lalu jumlah sedikitnya
air tidak memiliki ukuran yang tepat sehingga tempat akad tersebut statusnya tidak jelas. Sedangkan
menurut Muhammad hukumnya boleh, hal yang menghalangi dibolehkannya akad adalah
ketidakjelasan tempat dan ketidakjelasan tempat dan ketidakjelasan itu sudah hilang dengan
penentuan. (Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, h. 391)
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pekerjaan seperti seorang perempuan untuk menyusui. Ketidakjelasan rentang
waktu dalam ijarah akan menyebabkan perselisihan. Menurut Wahbah
mayoritas ulama sepakat ijarah dalam waktu yang lama atau sebentar
hukumnya sah, karena menurut ulama ijarah akan sah dalam waktu yang lama
jika barang tersebut masih eksis di pandangan ulama. Rentang waktu
penyewaan tidak ada batasnya sebab tidak ada aturan yang melarangnya.'®’
Berdasarkan permulaan penentuan waktu ijarah terdapat perbedaan dari
Ulama Hanafiyah'®® dan Ulama Syafi’iyah'”’, diantara keduanya ada yang
mewajibkan penentuan awal ijarah dan ada yang mengatakan tidak perlu.
. Penjelasan objek kerja. Dalam melakukan penyewaan pekerjaan tentu harus
menjelaskan jenis pekerjaan yang akan dilakukan Si Pekerja tersebut. Jika
tidak adanya penjelasan objek kerja yang akan dilakukan akan menyebabkan
ketidakjelasan akad dan pelaku ijarah bisa saja saling berselisih karena hal
tersebut. Jika ada yang melakukan hal tersebut maka akad ijarahnya tidak
sah.'®®

Jika dalam penjelasan objek kerja juga harus menjelaskan rentang
waktu maka Wahbah merangkum penjelasan beberapa ulama. Menurut

Wahbah az-Zuhaili dalam penjelasan Ulama Hanafiyah, penentuan jenis kera

195 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, h. 391)
1% Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan penentuan masa permulaan ijarah. Jika sebuah akad

ijarah tidak disebutkan masa permulaan ijarah, maka akan mengikuti permulaan akad dilakukan. Jika
akad telah terjadi maka itulah awal permulaan penyewaan. (Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa
Adillatuhu, jilid 5, h. 392).

17 Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa penentuan masa waktu permulaan ijarah merupakan

syarat yang harus disebutkan dalam akad. Karena tidak adanya penentuan akan menyebabkan
ketidakjelasan waktu sehingga objek ijarah pun menjadi tidak jelas. (Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam
Wa Adillatuhu, jilid 5, h. 392)

1% Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, h. 392
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dalam penyewaan manfaat barang tidak disyaratkan, maka ketika ada orang
yang menyewa rumah, toko atau kos-kosan dan tidak menyebutkan apa yang
dikerjakan di dalamnya maka hukumnya boleh. Kecuali jika pekerjaan yang
dilakukan penyewa dapat merusak struktur bangunan maka hal itu tidak
dianjurkan untuk dilakukan.

Wahbah menukil dari pendapat Hanafiyah tentang penjelasan masa
sewa bagi penyewaan tenaga seperti penggembala kolektif, sebab jika tidak
ada penjelasan waktu maka objek kerja menjadi tidak jelas. Adapun pada
pekerjaan seperti tukang jahit makan tidak perlu penjelasan waktu karena
objek kerja sudah jelas. Pada pekerjaan khusus seperti penyewaan seorang
perempuan untuk menyusui maka tidak perlu menjelaskan jenis pekerjaannya
karena sudah jelas tetapi perlu penjelasan rentang waktu pekerjaan.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan dalam bukunya bahwa Abu Hanifah juga
berpendapat terkait dengan penggabungan penentuan waktu dan objek kerja
sekaligus, tetapi Abu Hanifah'® dan kedua muridnya yaitu Abu Yusuf dan
Muhammad berbeda pandangan dengan gurunya. ''°.

Wujud objek akad [jarah dapat diserahkan. Wahbah mengatakan bahwa para
fugaha tidak membolehkan terhadap sesuatu yang tidak bisa diserahkan baik

secara hakiki maupun secara syara. Abu Hanifah, Zufar dan Ulama Hanabilah

19 Menurut Abu Hanifah jika batas waktu telah ditentukan maka tidak diperbolehkan untuk
menentukan objek kerja. Jika ijarah seperti ini dilakukan maka hukumnya rusak (fasid)

1% Alasan kebolehan kedua muridnya tersebut adalah bahwa objek akad adalah pekerjaan
karena dialah maksud dari akad ini, dan pekerjaan ini telah bersifat jelas, sedangkan tujuan penyebutan
batas waktu adalah penyegeraan penyebutan saja sehingga bukan merupakan objek akad itu sendiri.
Sedangkan alasan ketidakbolehan dari Abu Hanifah adalah karena objek akadnya tidak jelas, karena
pelaku akad menyebutkan dua hal, jenis pekerjaan dan rentang waktu, padahal keduanya bisa menjadi
objek akad.(Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h. 394)
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tidak membolehkan''' tetapi ash-Shahiban (Abu Yusuf dan Muhammad
yang merupakan murid utama Abu Hanifah) dan mayoritas ulama fiqih
membolehkan.''

Kejelasan objek akad memang perlu diperhatikan dalam melakukan akad
ijarah karena merupakan salah satu rukun ijarah. Pada objek akad juga harus
jelas penjelasan objeknya berupa jasa/pekerjaan atau manfaat suatu barang juga
lengkap dengan masa waktu penyewaannya.

3. Objek akad (manfaat) ijarah dibolehkan oleh syariat. Wahbah az-Zuhaili
menyatakan bahwa seharusnya manfaat yang dijadikan objek ijarah itu
dibolehkan oleh syara’ yaitu penyewaan kitab/Al-Qur’an untuk dibaca atau
ditelaah, menyewakan apartemen untuk ditempati dan sebagainya. Wahbah juga
menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa tidak boleh menyewa

barang/seseorang untuk maksiat.''?

Hal seperti itu dilarang dalam akad, adapun
jika menyewa jasa seseorang untuk menulis lagu atau puisi ratapan maka

menurut Wahbah meneruskan pendapat dari Ulama Hanafiyah membolehkan

"1 Alasan mereka mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang merupakan
milik bersama kecuali mitranya yaitu menyewa seseorang yang merupakan bagian dari rumah milik
bersama baik seperempat, sebagian dan seluruhnya. Menurut mereka yang dijelaskan kembali oleh
Wahbah bahwa penyewaan barang seperti itu sama dengan menyerahkan seluruh barang termasuk
milik mitra itu sendiri karena barang milik bersama setiap bagiannya adalah milik mitra dan mitra
bukan bagian dari objek akad sehingga secara syara’ tidak bisa diserahkan. (Wahbah az-Zuhaili, Figih
Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 395

"2 4sh-Shahiban dan mayoritas ulama figih mengatakan bahwa ijarah atas kepemilikan
bersama dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya bisa terpenuhi dengan cara dibagi antara
pemilik yang satu dengan pemilik lain.

"Maksiat seperti menyewa seseorang untuk hiburan atau bermaksiat, menyewa seseorang
untuk mengajarkan sihir, menyewakan biduan untuk bernyanyi atau menyewa seseorang untuk
menangisi orang yang meninggal. Selain itu juga dilarang menyewa jasa seseorang untuk
memenjarakan, memukul atau membunuh seseorang dengan zalim hal tersebut termasuk dalam
penyewaan maksiat. (Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-
Kattani dkk., h. 396)
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karena objek kerjanya adalah menulis bukan menangis atau bernyanyi seperti

yang telah dilarang.'™

Wahbah mengatakan bahwa boleh menyewa seseorang
untuk menegakkan keadilan dan kebenaran seperti menyewa jasa untuk
memotong anggota tubuh karena dapat terpenuhi dengan jelas. Sedangkan
menyewa seseorang untuk melakukan gishash menurut Abu Hanifah dan Abu
Yusuf tidak dibolehkan''®. Selanjutnya hal yang tidak dibolehkan menurut
Wahbah az-Zuhaili yang telah disampaikan oleh mayoritas ulama adalah
menyewa rumah orang Muslim di negara Islam untuk ditempati beribadah atau
untuk berjualan minuman keras hal tersebut termasuk juga penyewaan secara
maksiat.""°
Berdasar pada dalil-dalil yang digunakan dalam ijarah maka tentu saja
segala hal yang berhubungan dengan akad ini harus sesuai dengan syariat Islam
seperti objek akad.
4. Pekerjaan yang diberikan bukan dari kewajiban bagi penyewa. Menurut
Wahbah az-Zuhaili dalam hal menyewa tenaga, pekerjaan yang dilakukan bukan

suatu kewajiban/fardhu dari orang yang disewa tersebut. Hal tersebut terjadi

karena jika seseorang mengerjakan pekerjaan yang merupakan kewajiban/fardhu

14 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h. 396

"5 Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf membunuh dengan memotong leher bisa saja tepat
pada leher sehingga dibolehkan dan bisa juga meleset dari leher sehingga menyakiti seseorang.
Sedangkan menurut muridnya, Muhammad membolehkan gishash karena batasan leher sangat jelas.
(Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 396)

1% Abu Hanifah berbeda pendapat dengan mayoritas ulama menurut pandangannya bolech
melakukan penyewaan rumah untuk beribadah di daerah sekitar Irak pada zamannya adalah golongan
ahlu dzimmah Majusi sehingga hal tersebut tidak menyebabkan penghinaan terhadap orang-orang
Muslim. Ahlu dzimmah adalah kelompok masyarakat non-muslim yang hidup di Negara Muslim.
(Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 397)
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baginya maka pekerja tersebut tidak berhak menerima upah dari pekerjaannya.'"”
Hal ini disetujui oleh Ulama Hanafiyah dan Hanabilah sesuai dengan salah satu
kaidah Ulama Hanafiyah''®, oleh karena itu jika seorang suami menyewa istrinya
untuk mengurus rumah tangga selama sebulan maka hukumnya tidak boleh
karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban setiap istri.

Membahas tentang menyewa seseorang untuk mengajarkan Al-Qur’an
dan mengambil upahnya  Wahbah berkata bahwa menurut para ulama

membolehkan hal tersebut''

. Dalam bukunya Wahbah menjelaskan bahwa
ijarah untuk melaksanakan haji Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah
membolehkannya. [jarah menjadi imam dalam shalat fardhu Ulama Syafi’iyah
tidak membolehkan sedangkan Pendapat Ulama Malikiyah membolehkan untuk
mengambil upah untuk adzan, imam, mengurus masjid tapi tidak untuk

120 Wahbah mengatakan bahwa ulama sepakat membolehkan ijarah

shalatnya.
untuk mengajarkan bahasa, sastra, fiqih, kaligrafi, hadis juga dibolehkan ijarah
untuk membangun jembatan, masjid dan sebagainya karena bukan termasuk
kewajiban, serta mengerjakannya bisa saja bernilai ibadah. Wahbah mengatakan

bahwa ijarah untuk memandikan mayit Ulama Hanafiyah melarangnya

sedangkan Ulama Syafi’iyah membolehkan.'?! Pekerja tidak boleh mengambil

"pekerjaan yang termasuk dalam kategori kewajiban atau fardhu adalah amalan ibadah dan
ketaatan, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan, dan mengajarkan Al-Qur’an.

18 Kaidah ulama Hanafiyah yaitu “tidak berhak atas upah orang yang disewa melakukan
ketaatan” dan “menyewa melakukan sesuatu yang diwajibkan tidak diperbolehkan”.

"YAlasan Imam Malik dan Imam Syafi’i membolehkan pengajaran Al-Qur’an dengan
mengambil upahnya karena objek kerja dan upahnya sudah jelas dan juga Rasulullah saw. pernah
menikahkan seseorang dengan Al-Qur’an sebagai maharnya.

12°Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h. 398.

2! Ulama Hanafiyah melarangnya karena termasuk dalam kewajiban tapi membolehkan
ijarah untuk menggali kuburan dan mengangkat jenazah. Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyah ijarah
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manfaat dari pekerjaannya. Ketidak sahnya ijarah karena mengerjakan pekerjaan
kewajiban sama dengan tidak sahnya akad ijarah jika menyewa seseorang untuk
mengerjakan suatu pekerjaan lalu dibayar atau diupah dari hasil yang telah
dikerjakannya. Hal itu disebabkan orang yang disewa menikmati hasil
pekerjaannya, sehingga seperti melakukan itu untuk dirinya sendiri.'*> Wahbah
berpendapat bahwa ulama figih berbeda pandangan tentang hal ini.'*

Salah satu pekerjaan yang diberikan bukan dari kewajiban artinya
seseorang tersebut tidak semestinya melakukan pekerjaan tersebut jika jasanya
tidak disewa untuk melakukannya. Contoh seorang pekerja interior disewa untuk
mengecat rumah orang yang menyewanya, maka pekerja tersebut tidak wajib
mengerjakan pekerjaan tersebut jika tidak ada akad ijarah yang mengikatnya.
Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan bisa dicapai melalui akad ijarah.
Wahbah menjelaskan bahwa manfaat dari objek akad harus sesuai dengan tujuan
dilakukannya akad ijarah yang biasa dilakukan secara umum, jika hal itu
dilakukan maka akad dianggap tidak sah. Sebagai contoh jika menyewa sebuah
pohon untuk menjemur pakaian hal itu tidak boleh karena manfaat objek akad
tidak sesuai dengan fungsinya,'”* yang seharusnya dilakukan ialah menyewa

buku untuk dibaca, menyewa rumah untuk ditinggali bukan untuk tempat

untuk mengurus mayit, memandikan, mengkafani dan menguburkannya karena termasuk dalam fardhu
kifayah.

'2\Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,

h. 399.

'ZUlama Syafi’iyah tidak membolehkan upah dari hasil pekerjaan yang dilakukan, alasannya

sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang melarang gafiz tukang giling. Ulama Hanafiyah memiliki
kaidah fikih terkait hal ini yaitu “memberikan upah dari sebagian pekerjaan orang yang disewa dapat
merusak akad”. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah membolehkan asal takarannya jelas.
(Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 399.)

124 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat,h. 326.
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maksiat, dan menyewa jasa seseorang untuk menyakiti orang lain. Inti dari

pembahasan ini adalah manfaat yang dibolehkan pada ijarah merupakan yang

dibolehkan oleh ketentuan agama.

Syarat kelaziman ijarah atau syart al-luzuum. Terdapat dua syarat sehingga

akad menjadi mengikat (lazim):

1.

Barang terbebas dari cacat yang merusak manfaatnya. Untuk mengikat suatu
akad barang dan manfaat haruslah sempurna, jika barang terdapat cacat
sehingga merusak manfaatnya maka penyewa memiliki hak pilih (khiyar)
yaitu tetap meneruskan akad atau membatalkan (memfasakh) ijarah. Salah
satu contoh ketika hewan sewaan yang tiba-tiba pincang atau hancurnya
sebagian rumah sewaan. Maka hal itu dapat membuat penyewa membatalkan
atau tetap meneruskan sewaan. Hak khiyar (hak memilih) hanya berlaku jika
barang sewaan cacat sehingga mengurangi manfaatnya, tetapi jika cacatnya
telah hilang seperti hewan sewaan yang kembali sehat atau rumah yang cacat
telah diperbaiki maka hak untuk kAiyar telah hilang karena akadnya tetap ada.
Wahbah menjelaskan bahwa hak memfasakh hanya akan diberikan kepada
penyewa jika cacatnya termasuk merusak pemanfaatan barang. Namun jika
cacatnya tidak merusak pemanfaatannya maka tidak memiliki hak
membatalkan (hak fasakh) akad ijarah’®.

Salah satu contoh ketika tembok rumah sewaan runtuh yang bukan
tempat untuk ditinggali, maka tidak ada hak memfasakh untuk ini. Wahbah

juga menjelaskan bahwa dalam kasus memfasakh barang sewaan karena cacat

h. 404.

123 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
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harus dihadiri oleh kedua belah pihak, jika pemilik barang sewaan tidak hadir
pada waktu akan memfasakh maka fasakhnya tidak sah, akan tetapi jika
rumah runtuh atau hancur seluruhnya maka penyewa memiliki hak untuk
meninggalkan rumah meskipun pemiliknya tidak hadir pada waktu itu.
Meninggalkan rumah yang runtuh atau hancur tersebut merupakan salah satu
tanda adanya fasakh.’*’

2. Tidak adanya alasan dalam membatalkan ijarah. Setiap pelaku akad ijarah
memiliki hak untuk membatalkan (memfasakh) akad jika terjadi sesuatu pada
pelaku akad atau pada objek akad (ma'qud alaih). Wahbah menjelaskan
beberapa alasan (uzur) yang dapat membatalkan ijarah. Menukil dari
pendapat Ulama Hanafiyah, Wahbah menjelaskan bahwa ijarah dapat batal
(fasakh) jika terdapat alasan'’’ sedangkan Wahbah berkata bahwa jumhur
ulama berbeda pendapat, mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak dapat
fasakh jika tidak ada alasan yang mewajibkan seperti, adanya cacat pada objek
akad ataupun manfaat objek telah habis. Mereka berpendapat bahwa akad
ijarah adalah adalah akad yang mengikat (lazim) seperti jual beli. Ulama

Syafi’iyah sedikit condong pada pendapat jumhur ulama'?®.

126 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h. 404-405.

127 Hal itu disebabkan karena adanya kebutuhan menuntut adanya fasakh ketika terdapat
alasan, sehingga jika akad tetap diteruskan maka akan menyebabkan pihak yang memiliki udzur
(alasan) tersebut dipaksa untuk mendapatkan kerugian sebab uzurnya tidak diterima.

128 Menurut Ulama Syafi’iyah bahwa ijarah tidak fasakh karena terdapat halangan seperti
tidak adanya lampu kamar mandi, penyewa binatang tunggangan yang sakit sehingga tidak bepergian
dengan binatang tersebut. Ulama Syafi’iyah hanya memfokuskan fasakh pada ma'qud alaih (objek
sewaan) seperti habisnya manfaat objek barang, objek akad hilang, dan seterusnya yang berhubungan
dengan manfaat objek akad. Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie
al-Kattani dkk., h. 406.
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Wahbah mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam
fasakhnya ijarah ketika salah satu pelaku akad meninggal dunia, Ulama
Hanafiyah berpendapat bahwa ijarahnya akan batal jika salah satu agid
meninggal dunia. Sedangkan jumhur ulama berpendapat tidak demikian.'*’

Akad ijarah termasuk dalam akad yang /azim (mengikat) sehingga
untuk membatalkannya juga perlua alasan yang jelas, karena dalam
pelaksanaanya tidak hanya satu pihak yang terlibat didalamnya. Kelaziman
akad ini terdapat penjelasan yang berbeda-beda setiap ulama.

C. Syarat Objek Akad dan Syarat Ujrah
Menurut Wahbah az-Zuhaili jika ma'qud alaih (objek akad) termasuk benda
bergerak maka disyaratkan terjadi penerimaan atau dapat diserahkan, jika tidak maka
hukumnya tidak sah. Wahbah mengatakan hal tersebut karena sesuai dengan larangan
Nabi saw. yang melarang jual beli barang sebelum menerima barangnya.'*°
Wahbah az-Zuhaili membagi syarat upah (ujrah) menjadi dua macam yaitu,
upah merupakan harta yang bernilai, dan upah tidak sejenis dengan manfaat objek
akad (ma'qud alaih).
1. Upah merupakan harta yang bernilai.
Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah haruslah berupa sesuatu yang
bernilai, baik berupa uang maupun jasa, yang tidak bertentangan dengan
kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan ijarah bisa saja berupa benda

material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan

129 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h. 406.

30 Berdasarkan hadis Nabi saw. “jika kamu membeli barang, maka janganlah kamu
menjualnya kembali hingga kamu terima”. (Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5,
terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 400).
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dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas
kerelaan dan kejujuran. Wahbah mengatakan dalam bukunya bahwa upah tidaklah
sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, dan juga penjelasan.’”'

Syarat upah ini memiliki beberapa masalah seperti ketika seseorang
menyewa jasa orang lain dengan upah tertentu ditambah konsumsi, menyewa
hewan dengan upah tertentu ditambah makannya maka hal itu tidak boleh karena
makanan termasuk dalam upah meski upahnya tidak jelas.'** Wahbah az-Zuhaili
mengatakan terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tentang masalah
menyewa perempuan ditambah makan dan pakaian.'*’

Masalah pemberian upah yang bernilai menurut Wahbah haruslah upah itu
bukan bagian dari objek akad itu sendiri. Mayoritas ulama sepakat bahwa ijarah
menjadi tidak sah apabila seseorang menyewa seorang pengulit dengan upah kulit

yang ia kuliti, menyewa penggiling tepung dengan upah tepung yang ia giling.

31 Meneruskan pendapat Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pembayaran upah
pekerja jika upahnya merupakan barang yang perlu dibawa dan atau membutuhkan biaya. Kemudian
menurut kedua muridnya (ash-Shahiban), hal tersebut tidak diharuskan karena tempat akad dapat juga
digunakan untuk pelunasan upah (Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul
Hayyie al-Kattani dkk., h. 400.)

132 pada masalah ini Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani
atau menyewa hewan ditambah makanannya dan pakaian atau sejenisnya untuk pembantu itu, karena
hal itu sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat. (Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa
Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 401).

133 ash-Shahiban dan Syafi’iyah tidak membolehkan menyewa perempuan untuk menyusui
ditambah makan dan pakaian, karena upahnya akan menjadi tidak jelas sebab dari makanan dan
pakaian tersebut sedangkan Ulama Malikiyah dan Abu Hanifah (guru ash-Shahiban) membolehkan hal
tersebut sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 233 “.dan jika kamu ingin
menyusukan anak-anak kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan
cara yang patut.” Allah swt. tidak melarang penyewaan perempuan untuk menyusui secara mutlak,
ketidakjelasan dalam penyewaan ini tidak menyebabkan pertikaian karena dalam kebiasaan yang
berlaku di masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui itu dan
memberi kemudahan demi kasih sayang terhadap anak-anak. (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan
terjemahnya, h. 47, dan Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-
Kattani dkk., h. 401.
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Alasan hal ini dilarang sebab upah yang diberikan kepada pekerja haruslah
bernilai dan diketahui apabila pengulit diupah dengan kulit maka tidak akan
diketahui apakah kulit yang menjadi upahnya adalah kulit yang lepas dengan baik,
sedangkan apabila penggiling tepung diupah dengan tepung maka tidak diketahui
apakah biji yang digiling semuanya biji yang bagus, bisa saja biji-bijian itu
kopong karena termakan ulat. Oleh sebab itulah tidak sah akad ijarah dengan
upah yang tidak jelas seperti larangan Nabi saw. melarang upah sperma pejantan
dan upah penggiling dengan satu gafiz tepung. Menurut Wahbah Ulama
Malikiyah sepakat membolehkan upah dari hasil yang dikerjakan.'**
2. Upah tidak sejenis dengan manfaat objek akad

Wahbah az-Zuhaili berkata bahwa upah yang dibayarkan kepada pekerja
tidaklah berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (ma'qud alaih).
Wahbah mengatakan terdapat perbedaan dari kalangan Ulama Malikiyah dan
Ulama Syafi’iyah bahwa Ulama Malikiyah tidak membolehkan dan Ulama
Syafi’iyah membolehkan'®’

Wahbah menerangkan bahwa syarat harus kembali kepada rukun akad,

maksudnya akad harus terlepas dari syarat-syarat yang tidak sesuai dengan akad.

134 Ulama Malikiyah lebih fokus kepada penakaran upah yang akan diberikan, menurutnya
hadis nabi yang melarang pengupahan karena upah yang diberikan tidak jelas. Jika upah yang
diberikan jelas maka ia membolehkan. (Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj.
Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 401.

135 Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat ini merupakan cabang dari riba karena adanya
kesatuan jenis yang melarang pada riba nasiah. Salah satu contoh upah yang berbentuk manfaat yang
sama dengan objek akad yaitu jjarah tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, ijarah jasa dibayar
dengan jasa, ijarah menggiling biji-bijian dibayar dengan menggiling biji-bijian. Prinsip ini didasarkan
pada manfaat jjarah yang akan terwujud sedikit demi sedikit berdasarkan waktu ijarah dan
pemanfaatan objek akad. Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyah membolehkan hal tersebut,
menurutnya kesamaan jenis saja tidak dapat mengharamkan akad dengan alasan riba. (Wahbah az-
Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 404.)
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Contoh jjarah rumah, pemilik rumah menyewakan rumahnya untuk ditinggali
tetapi dengan syarat dia menempati rumah tersebut selama sebulan kemudian
setelah itu menyerahkan rumah tersebut kepada penyewa. Hal seperti ini dilarang,
jika terjadi ijarah yang seperti ini maka akadnya tidak sah. Wahbah melanjutkan
bahwa syarat ini tidak sesuai dengan akad karena dalam syarat tersebut terdapat
manfaat lebih untuk salah satu pihak yang disyaratkan pada akad, dan tidak
adanya upah (ujrah) dalam akad tersebut.'*°

Bentuk pemberian upah pada seorang pekerja yang telah menyelesaikan
pekerjaannya merupakan hak yang telah disebutkan dalil Nabi saw. tetapi dalam
penerimaan upah beberapa hal perlu diperhatikan sebagaimana yang telah
dijelaskan di atas. Wahbah az-Zuhaili sangat lengkap menjelaskan bagaiman
upah dapat diserahkan kepada pekerja yaitu upah haruslah harta yang bernilai
yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja tersebut dan juga upahnya bukan hasil dari

keringat dari pekerja tersebut.'*’

13 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h. 404,

137



BAB IV
GUGURNYA AKAD IJARAH MENURUT WAHBAH AZ-
ZUHAILI
Sebelum menjelaskan tentang gugurnya akad pada ijarah, kita perlu
mengetahui dalam setiap akad tentu memiliki hak dan kewajiban para pihak guna
mengetahui apa saja yang perlu dilakukan ketika melakukan sewa-menyewa dan
untuk menghindari perselisihan, begitupun pada akad ijarah. Sebelum membatalkan
atau mengakhiri sebuah akad maka perlu diperhatikan hak dan kewajiban penyewa
dan pemilik objek sewaan sebagai berikut.
1. Pihak pemilik objek perjanjian barang sewa-menyewa atau pihak yang
menyewakan.
a. Wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa,
b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat
dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan,
c. Memberitahukan kepada penyewa, semua cacat dari barang yang disewakan
selama waktu berlangsungnya sewa menyewa,
d. Penyewa bertanggung jawab terhadap semua cacat dari barang yang
disewakan, yang merintangi pemakaian barang,
e. la berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah
diperjanjikan.
f.  Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa sewa.
2. Pihak Penyewa wajib memakai barang yang disewa sebagai penyewa yang baik,
sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian

sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang

68
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dipersangkakan sesuai dengan keadaan.
a. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
b. la berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
c. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
d. Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama memanfaatkan barang
yang disewa.'*®
Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi
prestasi. Dalam kontrak sewa menyewa memberikan sesuatu (menyerahkan barang
sewa/ membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan
sehingga dapat dimanfaatkan, bagi penyewa adalah menjadi penyewa yang baik) dan
tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk
kepentingan lain diluar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan
dilarang selama waktu sewa mengubah wujud barang yang disewakan). Adanya
wanprestasi bisa menyebabkan pembatalan perjanjian dan dalam hal-hal tertentu, bisa
menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.
A. Aspek Perselisihan
Perselisihan dalam sebuah akad akan selalu muncul ketika para pelaku akad
tidak saling memahami satu sama lainnya, terkadang juga karena adanya syarat-syarat
yang tidak patuhi oleh salah satu pihak yang berakad, dan masih banyak aspek
lainnya yang dapat mengakibatkan pertengkaran antara pelaku akad ijarah. Wahbah
az-Zuhaili menjelaskan bahwa, jika pelaku ijarah berselisih karena masalah jumlah
upah (ujrah) atau besarnya manfaat yang digunakan padahal akad yang terjadi adalah

akad sah, maka akan ada tiga bentuk perselisihan yang terjadi yaitu, ketika sebelum

138 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, h. 336-337.
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terjadinya pemanfaatan objek akad, Perselisihan saat sebagian manfaat telah
digunakan, atau sesudah pemanfaatan.
1. Perselisihan sebelum pengambilan manfaat.

Pada saat perselisihan terjadi saat sebelum pelaku akad mengambil manfaat,
maka keduanya harus berjanji dan bersumpah kepada satu-sama yang lain, sesuai
sabda Nabi saw'~".

10 (el ol 5 ) o) iy sl Anbdl aalia J sy Lo J5illd 35 Lagiay Gl 5 Glaall Calia) 13)
Artinya:

“Jika dua orang yang melakukan jual beli (penjual dan pembeli) berselisih,

dan keduanya tidak memiliki bukti, maka perkataan yang dibenarkan adalah

apa yang dikatakan oleh  barang dagangan, atau keduanya saling
mengembalikan.” (HR. Bukhari)'*!

Hadis tersebut menerangkan bahwa pada akad jual beli atau sewa-menyewa
jika terjadi perselisihan diantara pihak yang berakad pada saat akad belum
berlangsung maka mereka memiliki pilihan untuk melanjutkan atau tidak akad
tersebut.

Sebelumnya Wahbah az-Zuhaili telah menerangkan bahwa ijarah merupakan
bagian dari jual beli sehingga hadis di atas juga mencakup dalam ijarah. Wahbah
menjelaskan bahwa hadis tersebut harus diterapkan sebelum melakukan akad, jika
akad tetap dilakukan maka akadnya batal (fasakh). Maksud hadis di atas adalah ketika
hendak melakukan sewa-menyewa, pihak berakad yang sedang berselisih keduanya

harus menolak akad yang hendak terjadi, tetapi jika salah satu pihak berakad ingin

%% Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h.428.
% Imam Hafid Ahmad bin Alibin Hajar al-Asqalani, Fathul Bary (Beirut: Dar al-Arafah,
t.th), Juz 4, h.369.

1 Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari jilid 3, terj.

Achmad Sunarto dkk., (Semarang: CV. ASY SYIFA’, 1992), h. 370.
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meneruskan akad, maka ia wajib melakukan apa yang dituduhkan atas dirinya oleh
pihak lain. Ketika pihak yang berselisih tersebut memiliki bukti terhadap
dakwaannya, jika dakwaannya berkaitan dengan masalah imbalan (upah) maka bukti
yang paling utama untuk diterima ialah dari pihak yang menyewakan jasa (pekerjaan)
sebab bukti tersebut menetapkan adanya tambahan imbalan (upah). Tetapi jika
dakwaannya berkaitan dengan pemanfaatan barang, maka bukti yang paling utama
untuk diterima adalah bukti dari penyewa barang (ijarah manfaah) sebab bukti
tersebut menetapkan adanya tambahan manfaat.'*?

Sudah sangat sering terjadi perselisihan seperti dikarenakan pelaku akad
ijarah tidak saling memahami, dan juga tidak adanya saling keterbukaan diantara
pelaku akad.

2. Perselisihan saat sebagian manfaat telah digunakan.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa jika perselisihan terjadi ketika manfaat
barang telah dimanfaatkan sebagian oleh penyewa seperti telah menempati rumah
sewaan selama separuh waktu sewa, atau telah menggunakan sepeda sewaan separuh
waktu perjalanan, maka menurut Wahbah perkataan yang paling utama untuk
diterima adalah adalah perkataan penyewa untuk masa sewa yang telah berlalu yang
disertai dengan sumpahnya. Dan untuk sisa masa sewa maka keduanya harus
bersumpah dan akadnya dianggap batal (fasakh). Hal ini dikatakan oleh Wahbah
bahwa akad yang telah berlalu tersebut ijarah manfaahnya telah tercapai karena
manfaat objek akad terjadi sedikit demi sedikit, sehingga karena itu setiap manfaat

dari bagian objek akad merupakan maaqud’alaihnya. Pada sisa masa ijarah tersebut

142 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h.427-428.
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juga memiliki ma'qud alaih tersendirinya di masa depan, sehingga bisa dibatalkan
karena belum adanya pemanfaatan manfaat dari objek akad.'*?

Masa waktu ijarah bermacam-macam sehingga ketika pertengahan masa
waktu penyewaan terkadang terjadi kesalahpahaman antara pihak berakad yang
mengakibatkan perselisihan keduanya, dalam hal ini perkataan yang paling utama
ialah perkataan penyewa karena yang merasakan manfaat dari ma 'qud alaih.

3. Perselisihan terjadi setelah habis masa ijarah.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa jika perselisihan terjadi ketika masa
ijarah telah habis atau setelah pada masa waktu yang telah disepakati dalam akad,
maka keduanya tidak harus saling bersumpah dan perkataaan yang paling utama
untuk diterima adalah perkataan penyewa pada masalah besarnya imbalan atau upah
yang disertai dengan sumpahnya. Untuk orang yang menyewakan tidak ada sumpah
atas dirinya, karena saling sumpah menyebabkan akad menjadi batal. Wahbah
mengatakan bahwa manfaat yang tidak ada, tidak memungkinkan membatalkan
(memfasakh) akad, itulah sebabnya tidak diperuntukkan untuk saling bersumpah.'**

Ketika pemilik baju dan penjahit terjadi perselisihan, pemilik baju berkata
“Saya memerintahkan kamu untuk menjadikannya rompi”, lalu penjahit menjawab
“Kamu memerintahkanku untuk membuat baju” atau pemilik baju berkata kepada
tukang pewarna pakaian “Aku memerintahkan kamu untuk mewarnainya dengan
warna biru, tetapi kamu mewarnainya dengan warna merah”, lalu tukang pewarna

tersebut menjawab “Tidak, tapi kamu memerintahkanku untuk mewarnainya dengan

'3 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h.428.

14 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h.428.
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warna merah”. Maka jika terjadi perselisihan seperti itu, maka perkataan yang
diterima adalah perkataan pemilik baju yang diikuti dengan sumpahnya. Hal tersebut
karena sejatinya izin itu keluar dari pemilik pakaian/baju, maka jika pemilik baju
mengingkari izin yang diberikannya kepada penjahit maka perkataannya yang harus
diterima. Pada kasus perselisihan ini pemilik baju bersumpah atas kasus ini, maka
pihak penjahit harus bertanggung jawab atas masalah tersebut, pemilik baju/pakaian
memiliki dua yaitu meminta ganti rugi kepada penjahit atau mengambil bajunya dan
membayar penjahit dengan upah umum. Hak itu juga diberikan kepada tukang
pewarna kain.

Ketika penjahit dan pemilik baju berselisih yang berkaitan dengan upah,
dimana pemilik baju berkata “Kamu membuatkan baju untukku tanpa upah”, lalu
penjahit menjawab “aku menjahitnya untukmu dengan upah”, maka Wahbah az-
Zuhaili menjelaskan lewat pendapat dari Abu Hanifah, beliau mengingkari pemberian
nilai atas pekerjaannya, karena penilaian itu dengan akad.'* Ulama Sayfi’iyah juga
berpendapat dalam permasalahan kerusakan/cacat barang dan juga dalam

pengembalian barang sewaan kepada pemiliknya.'*®

145 Hanifah juga menolak adanya ganti rugi sedangkan penjahit/pembuatnya menginginkan
hal tersebut. Dalam kasus ini juga perkataan yang diterima adalah perkataan dari pihak yang
mengingkarinya. Menurut Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) yang disampaikan oleh Wahbah, jika
transaksi (dibuatkan baju terus-menerus tanpa upah) tersebut terjadi terus menerus, maka
pembuatnya/penjahitnya berhak mendapatkan upah, jika tidak berulang maka tidak perlu. Hal itu sebab
transaksi yang dilakukan sebelumnya menentukan pemilik untuk memberikan upah. Sedangkan
menurut Muhammad (murid Abu Hanifah) jika pembuatnya/penjahitnya membuka toko untuk
mengambil upah maka perkataan yang paling utama untuk diterima adalah perkataan dari
penjahit/pembuatnya, karena tindakan dalam membuka toko tersebut merupakan bentuk dari penetapan
upah atas pekerjaannya.( Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie
al-Kattani dkk., h.429.)

146 Ulama Syafi’iyah berpendapat, jika perselisihan terjadi karena masalah penyewa dan yang
menyewakan (pemilik) karena adanya kerusakan atau cacat pada objek akad, maka perkataan yang
paling utama untuk diterima adalah dari pihak penyewa yang disertai dengan sumpahnya, hal tersebut
karena dia adalah orang yang menerima amanah. Adapun jika perselisihannya dalam bentuk masalah
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Perselisihan yang terjadi setelah habis masa ijarah beberapa terjadi karena
tidak adanya perjanjian hitam di atas putih, beberapa ijarah yang masa waktunya
terbilang lama memungkinkan pihak yang berakad lupa atas perjanjian atau
perkataan-perkatan yang telah diucapkan pada saat akad, sehingga terjadi
perselisihan.

B. Aspek Berakhirnya Masa Akad

Dalam buku Wahbah az-Zuhaili Figih Islam Wa Adillatuhu jilid 5 terj. Abdul
Hayyie al-Kattani dkk. beliau menjelaskan ada empat hal yang membuat ijarah dapat
berakhir:

Pertama, selesainya ijarah. Wahbah az-Zuhaili merujuk pada pendapat
Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Jumhur Ulama dalam hal berakhirnya masa
akad karena meninggalnya salah satu pihak baik yang berakad baik penyewa ataupun

menyewakan.'*’

pengembalian barang sewaan, menurut Syafi’iyah jika penyewa mengaku bahwa ia telah
mengembalikan barang sewaan pada pemiliknya, dan pemilik (yang menyewakan barang)
mengingkarinya. Maka perkataan yang paling utama diterima dan dibenarkan adalah perkataan orang
yang menyewakan (pemilik) yang disertai dengan sumpahnya, hal itu karena sejatinya belum terjadi
pengembalian pada pemilik, maka dari itu perkataan yang diterima adalah perkataan yang mengingkari
pengembalian disertai dengan sumpahnya. (Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5,
h.429.)

7 Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah menjadi batal dengan meninggalnya
salah-satu pihak yang berakad, dan tidak memperbolehkan perpindahan akad kepada ahli waris,
disebabkan ahli waris bukan orang yang melakukan akad. Adapun pada persoalan perempuan yang
disewa untuk menyusui ataupun bayi yang disusuinya itu meninggal dunia, maka ijarahnya habis
karena mereka masing-masing dijadikan akad. Menurut mayoritas ulama yang disampaikan oleh
Wahbah yaitu Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, akad ijarah tidak batal dengan meninggalnya
salah satu pelaku akad karena mereka berpendapat bahwa ijarah adalah akad yang mengikat (lazim)
dan akad mu’awadhah. Menurut jumhur ulama ijarah akan batal dengan meninggalnya perempuan
yang menyusui dan bayi yang disusui, karena manfaatnya telah hilang dengan rusaknya sumbernya
(perempuan yang menyusui), serta sulitnya memperoleh objek akad dan tidak mungkin menempatkan
bayi lain sebagai penggantinya. (Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul
Hayyie al-Kattani dkk., h.430.)
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Kedua, ijarah habis dengan adanya pengguguran akad (igalah). Hal itu
disebabkan karena ijarah termasuk akad tukar-menukar seperti harta dengan harta,
maka ia dapat digugurkan seperti jual beli.'*®

Ketiga, ijarah habis karena rusaknya objek akad (ma'qud alaih) yang spesifik
seperti rumah, binatang sewaan, rusaknya barang sewaan yang akan dijahit atau
diwarnai (ijarah pekerjaan) sebab tidak mungkin mengambil manfaat (objek akad).
setelah barang rusak, maka tidak ada gunanya melanjutkan akad. Adapun ketika
ijarah binatang tunggangan yang tidak spesifik untuk ditunggangi atau membawa
barang, lalu kemudian binatang tersebut mati, maka ijarahnya tidak batal. Hal ini
dikarenakan ijarahnya terjadi untuk manfaat dan tanggungannya, berdasarkan hal ini
maka pihak yang menyewakan bintang tersebut haruslah menggantinya dengan
binatang lain yang dapat membawa barang atau ditunggangi.'*’

Wahbah az-Zuhaili merujuk penjelasan Imam Zaila yang menukil pendapat
dari Muhammad Ibnul-Hasan terkait berakhirnya masa akad ijarah seperti yang telah
dijelaskan di atas."’

Keempat, ijarah berakhir dengan habisnya masa ijarah kecuali karena ada

halangan (udzur). Dikarenakan sesuatu yang telah ditetapkan sampai batas tertentu

maka dianggap habis jika telah sampai pada masa yang telah ditentukan itu. Oleh

18 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h.430.

149 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h.430.

%" Imam Zaila menjelaskan, “Menurut pendapat paling Shahih bahwa jjarah tidak batal
karena masala-masalah tersebut, sebab manfaatnya yang telah habis dapat memungkinkan untuk
dikembalikan. Seperti menggunakan halaman rumah setelah bangunannya runtuh atau roboh dengan
cara mendirikan tenda kemah. Pendapat ini menurut para ulama Hanafiyah adalah pendapat paling
shahih karena ijarah tidak batal sebab kekuatan yang memaksa. Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa
Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.430.
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sebab itu, jika sewa tanah telah habis yaitu batas waktu yang telah sampai, tetapi
tanaman masih belum panen maka ijarah belum selesai, dan tanaman tersebut akan
dibiarkan sampai bisa panen dengan kewajiban membayar upah umum. Wahbah
mengatakan bahwa habisnya ijarah dengan sebab habisnya masa waktu, hal itu
merupakan pendapat yang telah disepakati oleh para ulama.'®!

Jika masa ijarah telah habis, Wahbah menjelaskan bahwa ada beberapa
kewajiban yang harus dilakukan oleh penyewa, diantara sebagai berikut:

1. Penyewa harus memberikan kembali kunci rumah dan toko kepada pemilik
setelah masa ijarah telah habis.

2. Jika seseorang menyewa binatang tunggangan dari tempat tertentu di dalam
batas wilayah untuk ditunggangi, atau membawanya ke suatu tempat maka
penyewa berkewajiban membawa binatang tunggangan itu kembali ke tempat
dia menerimanya dari orang yang menyewakan. Hal ini bukan karena
masalah biaya yang harus ditanggung oleh penyewa, tetapi cakupan dari
ketentuan akad sebelumnya memang seperti itu. Adapun ketika penyewa
menunggangi binatang tersebut sampai kerumahnya dan menahannya hingga
lemah, maka penyewa telah melanggar ketentuan akad.'*?

Jika penyewa berkata “saya akan menungganginya dari tempat satu ke tempat
lainnya lalu pulang kerumah saya”, maka penyewa tidak wajib mengembalikannya ke
tempat orang yang menyewakan. Karena, ketika penyewa itu sampai rumahnya maka

masa sewa (ijarah) telah habis, maka penyewa tidak memiliki kewajiban untuk

151 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h.431.

32\Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h.416.
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mengembalikannya ke tempat yang menyewakan, dan binatang tersebut menjadi
barang amanah olehnya (dititip), sampai pemiliknya datang mengambilnya kembali.
Jika hal ini terjadi pada sebuah penyewaan binatang tunggangan maka orang yang
menyewakan (pemilik) wajib datang mengambil kembali binatang tersebut ke rumah
penyewa karena manfaat yang diperoleh oleh penyewa adalah dengan memberikan
imbalan, imbalan adalah hak dari orang yang menyewakan. Adapun jika binatang
tidak diambil oleh orang yang menyewakan dalam beberapa hari dan binatang
tunggangan tersebut mati maka penyewa tidak bertanggung jawab atas hal itu.'>>
Berbeda dengan keadaan orang yang meminjam dan orang yang menghashab,
kedua kategori orang tersebut wajib mengembalikan barang kepada pemiliknya,
karena orang-orang tersebut mengambil manfaat dari barang orang lain tanpa
memberinya imbalan, dan orang yang meghashab tidak memiliki hak apapun pada
barang tersebut.'**
Beberapa penjelasan di atas terdapat beberapa hal yang dapat mengakhiri

ijarah, dan juga perlu diperhatikan bagi penyewa dan pemilik harus paham terhadap

1si dari akad yang dijalankannya jangan sampai merugikan orang lain.

153 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h.417.

13 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,
h.417.



BAB YV
PENUTUP

A. Simpulan

1.

Legalitas/ketentuan akad ijarah menurut Wahbah az-Zuhaili berdasar pada Al-
Qur’an, Hadis-hadis Nabi, dan /jma’. Adapun landasan berdasarkan Al-Qur’an
yaitu QS. ath-Thalag/65:6, QS. al-Qashash/28:26-27, QS. al-Bagarah/2:233,
landasan pada hadis yaitu riwayat dari Ibnu Majah, Bukhari, Ahmad dan Abu
Daud serta berdasar pada ijma’ .

Wahbah az-Zuhaili membagi syarat-syarat ijarah pada tiga bagian, yakni:

a. Syarat Wujud dan Syarat Berlaku.

b. Syarat Sah Syarat Kelaziman.

c. Syarat Objek Akad dan Syarat Ujrah.

Gugurnya akad ijarah menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu karena perselisihan baik
sebelum pengambilan, sedang menggunakan, dan setelah pengambilan manfaat.
Ketika terjadi perselisthan maka ada dua kemungkinan kedua pelaku akad
bersama-sama memfasakh ijarah atau tetap melanjutkan. Akad ijarah dapat
berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak berakad, pengguguran akad
ijarah, rusaknya ma’qud alaih,dan habisnya masa waktu ijarah kecuali ada

udzur.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis
sampaikan.

1. Bagi pihak yang akan melakukan akad ijarah perlu memperjelas hak dan
kewajiban penyewa dan orang yang menyewakan sebelum melakukan akad
ijarah, bagi ijarah pekerjaan perlu diketahui jenis pekerjaaan, masa waktu
penyewaan pekerjaan, dan upahnya.

2. Pihak yang berakad harus mengetahui syarat-syarat pada akad ijarah, agar
kedepannya tidak terjadi perselisihan antar pihak yang berakad.

3. Para pihak berakad harus mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan ijarah dan

kapan ijarah dikatakan berakhir.
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